
a. bahwa Iingkungan hidup yang baik dan sehat

adaJah hak asasi setiap warga negara dan

merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang

memberikan manfaat untuk kesejahteraan

manusia sehingga perlu dilindungi dan dikelola;

b. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin
menurun telah mengancam kelangsungan

perikehidupan manusia dan mahluk hidup

lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh­

sungguh dan konsisten oleh semua pemangku

kepen tingan
c. bahwa Kabupat.en Purwakarta memiliki kekayaan

yang berasal dan lingkungan hidup berupa

sumber daya aJam sebagai modal dasar
pembangunan disegala bidang kehidupan.
sehingga lingkungan hidup perlu dilindungi
dipehhara, dilestarikan dan dima.nfaatkan secara

optimal bagi kesejahteraan rnasyarakat;

BUPATI PURWAKARTA,

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LlNGKUNGAN HIDUP

TENTANG

NOMOR 9 TAHUN 2023

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

B PAT) PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

,
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d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3)

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan PengeJolaan Lingkungan Hidup

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

teruang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

[entang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,

pemerintah daerah berwenang untuk mengatur

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

dalam saiu peraturan daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada buruf a. huruf b. huruf c, dan

huruf d perlu menetapkan peraturan daerab

ten tang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

I. PasaJ 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik lndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 4
Tahun 1968 (entang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan PropinsiJawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851):

3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perhndungan dan Pengelolaan Ltnglrungan
Hidup (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran
Negara RepubLik Indonesia Nomor 5059)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

Mengingat
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNOAN

DAN PENGELOLAAN UNGKUNGAN HIDUP

Merietapkan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan

BUPATI PURWAKARTA

Dengan Persetujuan Bersama

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara

RepubJik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang­

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

ten tang Penyelenggaraan Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6634).



pengawasan, dan penegakanhukum

9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lmgkungan

I hclup yang selanjutnya disebut RPPI~H adalah

perencanaan tertulis yang memuat potensi,
permasalahan lingkungan hidup serta upaya

pemeliharaan,pengendalian.pemanfaatan,

mernpengaruhi a1am itu sendin, kelangsungan

perikehidupan. dan kesejahteraan manusia serta

makhluk hidup lam.

8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan

untuk melestarikan rungsi Lmgkungan Hidup dan

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan

Lingkungan Hidup vang mehputi perencanaan.

perilakunya, yangdanmanusiatermasuk

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dacrah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten

Purwakarta.

2. Bupau adalah Bupati Purwakarta.

3. Pemerint.ahDaerah Kabupaten adalah Bupati sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerint.ahan yang menjadi

kcwcnangan Daerah.

5. Dinas adalah Perangkatdaerah yang menyelenggarakan

urusan di bidang Jingkungan hrdup

6. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah )ang

bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

7. Lingkungan Hidup adalah kesaruan ruang dengan

semua benda, daya. keadaan, dan makhluk hidup.
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perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu

tertentu.

10. Ekosistern adalah latanan UDSur lingkungan hidup

yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling

mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan,

stabilitas dan produktifitas Jingkungan hidup.

1L Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalab rangkaian

upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup.

12. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan

lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau

komponen lain yang masuk atau dimasukan
kedalarnnya.

13. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup

yang terdiri atas surnber daya hayati dan non hayati

yang secara keseluruhan membentuk kesaruan
ekosistem.

14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis )ang selanjutnya

disingkat KLHS adalah rangkaian analistis yang

sistematis, menyeluruh. dan partisipatip untuk
memasukan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi

dalam pembangunan suaru wilayah danj'atau
kebijakan, rencana dan/atau program.

15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang

selanjutnya disebut AMDALadaJah Kajian mengenai
dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu

usaha dan Zatau kegiatan yang direncanakan, untuk

digunakan sebagai prasyarat pengambilan kepurusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

serta terrnuat dalam Perizinan Berusaha, atau
perserujuan Pemerintah Pusat atau Pemerint:ah Dacrah.

16. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya

disebut ANDALadalah telaahan secara cermat dan
mendala.m tentang Dampak penung suaru rencana

Usaha dan/atau Kegiatan.



20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya

disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan

dan pemantauan Iingkungan hidup yang dituangkan

dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai

prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam

perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat

atau pernerintah daerah

21. Formulir UKL-UPLadalah isian ruang lingkup UKlrUPL.

22. Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan

Hidup adalah standar pengelolaan lingkungan hidup

dan pemantauan lingkungan hidup dari

penanggungjawab usaha dan/atau kegiaran yang telah

mendapatkan persetujuan dari pernerintah pusat atau

pernerintah daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang
wajib UKL-UPL.

23. Surat Pemyar.aan Kesanggupan Pengelolaan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya

disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dan

penanggungjawab usaha danj'arau kegiatan untuk

melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha

17.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan

dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan

akibat dan rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

18. Renca.na Pemantauan Lingkungan Hidup yang

selanjutnya disebut RPL adalah upaya pernantauan

komponen Lingkungan Hidup yang terkena darnpak

akibat dan rencana Usaha darr/atau Kegiatan.

19. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang

selanjutnya disebut RPL Rinci adaJah upaya

pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena

dampak akibat dan rencana usaha dan/atau kegiatan

yang beradadaJamkawasan yang sudah rnemilki Amdal
kawasan.
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dan/atau kegiatannya diluar usaha danj'atau Kegiatan

yang \\ajlb AMDALatau UKP-UPL.
24. Perizman Berusaha adalah legahtas yang diberikan

kepada pclaku usaha untuk memulai dan menjalankan

usaha dan/atau kegiatannya.

25. Perserujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang

diterbitkan oleh pernerintah pusat atau pemerintah

daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan }ang
dilakukan oleh instansi pemerintah

26. Badan air adaJah air yang terkurnpul dalam suatu

wadah balk alami maupun buatan yang mernpunyai

tabiat hidrologikal, wujud fisik, kmuawi, dan hayan

27. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya

makbJuk hid up, zar, energi. dan atau komponen lain ke

dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui
baku mutu air yang telah ditetapkan,

28. Mutu air adalah ukuran kondisi air pada wakru dan

ternpat tertentu yang diukur dan/atau druji

berdasarkan parameter tertentu dan metode rerteruu

seSU8I dengan ketenruan peraturan perundang­
undangan

29. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar

makbluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada

atau han!') ada danj'atau unsur pencemar yang

duenggang keberadaannya di dalam air

30. Air Limbah adalah arr yang berasal dan suatu proses

daJam suatu kegiatan

31. Baku Mutu AIrLimbah adaJah ukuran batas 318U kadar

unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar
~ang ditenggang keberadaannya dalam air hmbah yang

akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan

tanah dari suatu usaha dan/atau kegiatan
32. Udara Ambien adalah udara bcbas di permukaan bum!

pada lapisan rroposfir yang berada dl dalam wilavah

) urisdikst Republik Indonesia yang dibutuhkan dan

berpengaruh terhadap kesehaian manusra, makhluk

hidup. dan unsur hngkungan hidup lainnya
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33. Mutu Udara adaJah ukuran kondisi udara pada waktu

dan tempat tertentu yang diukur danj'atau diuji

berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu

berdasarkan ketentuan peraturan perundang­

undangan.
34. Pencemar Udara adalab zat, energi, dan/atau

komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya

pencemaran udara,
35. Pencemaran Udara adaJah masuk atau dimasukkannya

zat, energi, dan / atau komponen lainnya ke daJam udara

ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui
baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan.

36. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai pencemar udara

yang ditenggang keberadaannya daJam udara ambien.
37. Emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari

kegiatan manusia yang masuk dan/atau

dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan atau

tidak mempunyai potensi pencemaran udara.
38. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas

atau kadar mahluk hidup, zat, energi atau komponen
yang ada atau harus ada danj'atau unsur pencemar

yang ditenggang keberadaannya daJam suatu sumber

daya tertentu sebagai unsur Iingkungan hidup

39. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, sat, energi, dan/atau

komponen lain ke daJam Iingkungan hidup oleh
kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu

Iingkungan hidup yang telah ditetapkan.

40. Kerusakan Lingkungan Hidup adaJah perubahan

langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisiko
kirnia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang

melampaui kriteria baku kerusakan Iingkungan hidup.
41. Perusakan Lingkungan Hidup adaJah tindakan orang

yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, darr/atau hayati
Iingkungan hidup sehmgga melampaui kriteria baku

kerusakan Iingkungan hidup .
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serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup
lain.

48. Sistem lnformasi Lingkungan Hidup adalah sistem
kombinasi dari teknologi informasi dan aktivttas orang

yang menggunakan teknologi unruk mendukung

operasi dan manajemen Iingkungan hidup.

49. Perserujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah
pusat atau pemerintah daerah berupa ketentuan
mengenai standar perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan/atau analisis mengenal dampak

lalu lintas usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan
perundang undangan.

kesehatan.hidup,Iingkungan

42. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah

ukuran batas perubahan sifat fisik, kirnia, dan/atau

hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh
lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan

fungsinya.

43. Lirnbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

44. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang

selanjutnya disebut Limbah 83adalah sisa suatu usaha

dan/atau kegiatan yang mengandung B3
45. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang

selanjutnya disebut Limbah non 83 adalah sisa suatu

usaha danj'atau kegiatan yang tidak rnenunjukan

karakteristik limbah 83.
46. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya

disebut Limbah 83 adalah sisa suatu usaha danj'atau

kegiatan yang mengandung B3.

47. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya

disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen
lain yang karena sifat, konsentrasi, danj atau

jumlahnya, baik secara Langsung maupun tidal<

langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak

lingkungan hidup, dan/atau membahayakan
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Pasal2

Perlindungan dan Pengelolaan Lmgkungan Hidup
bertujuan:

a. Melindungi wilayah daerah dari pencernaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup;

b Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan

manusia:

c. Menjamin kelangsungan kehidupan rnahluk hidup dan

kelestarian ekosistern:

d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup:

e. Mencapai keserasian. keselarasan dan keseimbangan

lingkungan hidup;

f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasimasa kini dan

generasi masa yang akan datang;

g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak alas

lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasimanusia:
h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya aJam secara

bijaksana,

50. Sural Kelayakanoperasional yang selanjutnya disingkat

SLOadalah surat yang memuat pemyataan pemenuhan

mengenai standar perlindungan dan pengelolaan

lingkungan Hidup usaha dan/atau kegiatan sesuai

dengan ketenruan peraturan perundang-undangan

51. Dumping (Pembuangan) adaJah kegiatan membuang.

menempatkan. danj'atau mernasukkan limbah

dan/atau bahan dalarn jurnlah konsenrrasi. waktu. dan

lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media

lingkungan hidup tertentu.

52. Pemrakarsa adaJahsetiap orang atau perangkat dacrah

yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau

kegiatan yang akan dilaksanakan.

53. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan

usaha yang melakukan usaha danj'atau kegiatan pada

bidang tertentu.

54. Setiap Orang adaJah orang perseorangan atau badan

usaha, balk )ang berbadan hukum maupun yang tidak

berbadan hukum.



11

BAB II
KEWENANGAN

Pasal4

(I) Dalam perhndungan dan pengelolaan Iingkungan hrdup,

Bupati bertugas dan berwenang

a. menetapkan kebijakan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup;

b. menetapkan dan melaksanakan KLHS.
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan RPPLII;

d. mclaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan
UKL-UPL;

e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya slam

dan emisi gas rumah kaca;
f. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan

kernitraan,

f. Hak, kewajiban dan larangan;
g. Peran serta masyarakat;

h. Sistem informasi Iingkungan hidup:

I. Pemantauan kualitas lingkungan hidup;
J. Kerjasarna;

k. Pembinaan dan pengawasan;

I. Penyelesaian sengketa Iingkungan hrdup:
m. Ketentuan penyidikan:

n. Ketentuan pidana:

a. Kewenangan;

b. Perencanaan:

c. Pernanfaatan:
d. Pengendalian;

e. Pemeliharaan .

Pasal3

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan Iingkungan
hidup meliputi:

I. Mewujudkan pembangunan berketanjutan: dan

J. Mengantisipasi isu hngkungan global.
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BAB III

PER EN CANAAN

Bagian Kesatu

Umum
PasaJ 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup dilaksanakan melalui tahapan penyusunan RPPLH

Daerah.

g. mengembangkan dan menerapkan instrumen

Iingkungan hidup;

h. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan

hidup:

i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan

penangung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap ketentuan perizinan berusaha atau
perserujuan pemerintah dan peraturan perundang­
undangan;

J. melaksanakan srandar pelayanan minimal;

k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara

pengakuan keberadaan kearifan lokal yang terkait

dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hid up;

I. mengelola informasi lingkunga hidup;

m. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan

penghargaan;

n. rnenerbitkan perizinan berusaha aiau persetujuan

pernerintah; dan

o. melakukan penegakkan hukurn lingkungan hidup,
(2) Seisin tugas dan wewenang sebagairnana dimaksud

pada ayat (I), Bupati merniliki kewenangan lain

dibidang Iingkungan hidup sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Tugas dan wewenang sebagaimana dirnaksud pada ayat

(I) dan ayat (2) dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh

Kepala Perangkat Daerah.
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Sagian Ketiga

Penyusunan RPPLHDaerah

Pasal7

(I) RPPLHDaerah disusun oleh Bupati,

(2) RPPLHdiatur dengan peraturan daerah.

(3) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I)

disusun berdasarkan

a. RPPLHProvinsi; dan

b. Inventarisasi tingkat ekoregion di daerah

(4) Pelaksanaan tekrus penyusunan RPPLH Dnerah

dilakukan melalui koordinasi dcngan perangkat daerah

yang menyelenggarnkan urusan pernerintahan di
bidang percncanaan pembangunan daerah dan
perangkat daerah terkait,

Bagian Kedua

Inventansasi Lingkungan Hidup

PasaJ6

(1) Bupati melakukan inventarisasi lingkungan hidup di

daerah yang telah ditetapkan oleh Kepala Perangkat

Daerah,

(2) Inventarisasi lingkungan hidup di daerah sebagaimana

dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk

memperoleh data dan infonnasi mengenai sumber daya

alam yang meliputi .

a. potensi dan ketersediaan;
b. jenis yang dimanfaatkan:

c. bentuk pcnguasaan;

d. pengetahuan pengelolaan:

e. bentuk kerusakan; dan

f. kontlik dan penyebab konflik yang tirnbul akibat
pengelolaan.

(3) Inventarisasi lingkungan hidup di daerah sebagaimana

dimaksud pada ayai (I) dilakukan untuk menentukan

daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber

daya alam.
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BABlV

PEMANFAATAN

PasaJ9
(1) Pemanfatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan

RPPLHOaerah

(2) Dalam hal RPPLHOaerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumbcr daya

alam dilaksanakan berdasarkan daya tampung dan

daya dukung lingkungan hidup.

(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di

wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Bupari

(41 Bupati daJam menentapkan daya dukung dan daya

tampung lingkungan bidup daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan :

a. Keherlanjutan proses dan fungsi lingkungan hid up;

b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan

c. Keselamatan, mutu hidup dan kescjahteraan

masyarakat
(5) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tarnpung

lingkungan hidup daerah dilaksanakan sesuai

ketenruan peraturan perundang-undangan

PasaJ8

(1) RPPLHOaerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat

dalam RPJPOaerah, RPJM Daerah dan RKPO.

(2) Penyusunan RPPLH Oaerah dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

(5) Materi muatan RPPLHdaerah meliputi :

a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya

alam,

b. pemeliharaan dan perlindungan kuaJitas dan/atau

fungsi lingkungan hid up;

c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan

dan pelestarian sumber daya alam; dan

d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklirn,



menggunakan laboratorium lingkungan daerah
(2) Kepala Perangkat Oaerah yang membidangi lingkungan

hidup berkewajiban untuk meJakukan pemenuhan

persyaratan laboratoriurn lingkungan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(3) Penggunaan Jaboratorium lingkungan Oaerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diaiur lebih lanjut

dalam Peraturan Bupati

dapatlingkungan hidupmembidangiyang

Pasal II

(1) Oalam melaksanakan pengendalian pencemaran
danj'atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Perangkat Daerah

BAB V

PENCENOAWAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

(1) Pengendalian pencernaran dan/aiau kerusakan

lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka

pelestarian lingkungan hidup.

(2) Pengendalian pencemaran damj'atau kerusakan
Iingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (I)

meliputi :

a. pencegahan;

b. penanggulangan; dan

c. pemulihan.

(3) Pemerintah daerah, dunia usaha, dan/atau rnasyarakar
melaksanakan pengendalian sesuai dengan tugas,

kewenangan, peran dan tanggungjawab masmg-masing.

(6) Setiap badan usaha dan/atau perorangan yang

memanfaatkan surnber daya alam wajib membayar
retribusi secara teknis diatur dalam peraturan

tersendiri.
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Pasal 13

(1) Bupati wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dan tenntegrasi daJam pembangunan suatu

wilayah dan/atau kebijakan, rencana dari/atau

program.
(2) Bupati wajib melaksanakan KLHS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kedalam penyusunan atau

evaluasi;
a. rencana tata ruang wilayah (RTRW)beserta rencana

rincinya , rencana pembangunan jangka panjang
(RPJPI dan rencana pembangunan jangka menengah

(RPJM) daerah; dan
b. kebijakan, rencana, danj atau program yang

berporensi menimbuLkan dampak dan/atau resiko

Iingkungan hidup.

Bagian Kedua

Pencegahan

Paragraf1

Ka.Jlan Lmgkungan Hidup Strategis

Pasal 12

lnstrurnen pencegahan sebagaimana dimaksud daJam Pasal

10 ayat (2) huruf a terdiri dari:

a. KLHS;

b. tata ruang;

c. baku mutu Iingkungan hrdup:

d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

e. amdal:
f. persetujuan Iingkungan:
g. instrumen ekonomi hngkungan hidup;

h. anggaran berbasis lingkungan hidup;

i. analisis resiko lingkungan hidup;

). audit lingkungan hidup; dan

k. instrumen lam yang sesuai dengan kebuiuhan darr/atau

perkembangan ilmu pengetahuan.
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Paragraf3

Baku Mutu l..ingkunganHidup

PasallS

(I) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hrdup

diukur rnelalui baku rnutu Iingkungan hidup.

(2) Baku rnutu Iingkungan hidup meliputi :

a. baku rnutu air;

Paragraf2

Tata Ruang

Pasal14

(1) Untuk rnenjagakelestarian fungsi Iingkungan hidup

dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata

ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf b wajib didasarkan pada KLHS.

(2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana

dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan

memperhatikan daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup.

(3) Setiap usaha darr/atau kegiatan yang wajib AMDAL

atau UKL-UPL yang rencana lokasi usaha danj'atau

kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tala ruang

wilayah, maka AMDAL atau UKL-UPI.. bagi usaha

dan/atau kegiatan yang bersangkutan ditolak.

(3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme ;

a. pengkajian pengaruh kebijakan. rencana danj'atau

program terbadap kondisi lingkungan bidup di suatu

......ilayah;

b. perumusan alternatif penyempumaan kebijakan,

rencana danj'atau program; dan

c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan

keputusan kebijakan rencana danj'atau program

yang mengintegrasikan prinsip pembangunan

berkelanjutan.

(4) Penyusunan KLHS dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Paragraf 5

Persetujuan Lingkungan

Pasal 17

(1) Persetujuan lingkungan scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 huruf e wajib dimiliki oleh setiap usaha

Paragraf4

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 16

(1) Terjadinya kerusakan lingkungan hidup diukur

berdasarkan baku kerusakan lingkungan hidup sesuai

dengan ketentuan peraruran perundang-undangan

(2) Kerusakan lingkungan hrdup yang terjadi meliputi

kerusakan ekosistem, kerusakan akibat pertarnbangan,

kerusakan tanah untuk produksi biomassa, kerusakan
akibat perubahan iklim dan kerusakan akibat

eksploitasi air tanah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku

kerusakan Iingkungan hidup sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

b. baku mutu air limbah;

c. baku mutu udara ambien;

d. baku rnutu emisi;

e. baku rnutu gangguan; dan

r. baku rnutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi

(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah

ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan

b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya.

(4) Baku rnutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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PasallB

Setiap rencana dan/atau kegiatan yang berdampak
terhadap lingkungan hidup wajib memiliki :

danyatau kegiatan yang memiliki dampak penting atau

ndak penung terhadap lingkungan hidup.
(2) Persetujuan lingl<ungan sebagaimana dirnaksud pada

ayat (1) menjadi prasyarat penerbitan perizinan

berusaha atau persetujuan pernerintah.
(3) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan melalui :

a. penyusunan AMDALdan uji kelayakan AMDAL;atau

b. penyusunan fonnulir UKL-UPL dan pemeriksaan

UKL-UPL

(4) Persetujuan hngkungan sebagaimana dunaksud pada
ayat (3) bemkhir bersamaan dengan berakhimya

perizinan berusaha atau persetujuan Iingkungan.

(5) Dalam hal perizinan berusaha berakhir sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) dan tidak teljadi perubahan

usaha dan/atau kcgiatan, perpanjangan perizinan

berusaha dapat menggunakan dasar persetujuan

lingkungan yang eksisting.
(6) Bentuk pengakhiran persetujuan lmgkungan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dibuktikan oleh
penanggungjawab usaha darr/atau kegiatan dengan
telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup ditahap

pasca operasi.
(7) Pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa :

a. Teguran tertulis
b. Paksaan pernerintah sesuai dengan ketentuan

peraruran perundang-undangan yang berlaku
c. Denda administratif sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku
d. Pernbekuan perizinan berusaha; dan/atau

e. Pencabutan perizinan berusaha.
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kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh

lembaga uji ke1ayakan lingkungan hidup pemerintah

pusat.

(3) Tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerinrah

Pusat, Pemerintah daerah dan ahli yang bersertifikat,

sebagaimana

oleh rim uji

lingkungan hidup

ayat (I) dilakukandimaksud pada

Pasal21

(1) Dokumen AMDAL merupakan dasar uji kclayakan

lingkungan hidup untuk rencana usaha danj'atau

kegiatan
(2) Uji kelayakan

Pasal20

(1) Dokumen AMDAL sebagaimanadimaksud dalam Pasal

19disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan

suatu usaha dan/atau kegiatan dengan melibatkan

masyarakat.

(2) Lokasi rencana usaha danj'atau kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (I) wajib menyesuaikan dengan

tata ruang.

(3) Dalam hal rencana usaha danyatau kegiatan ridak

sesuai dengan tara ruang, maka dokumen AMDAL tidak

dapat dinilai dan dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal19

(I) AMDAL sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 18 hurufa

wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha danyatau

kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap

lingkungan hidup.

(2) Kriteria rnengenai dampak penting dan kriteria usaha

dan Zatau kegiatan wajib AMDAL mengacu kepada

peraturan perundang-undangan.

a. AMDAL:

b. UKL-UPl,;dan

c. SPPL.
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Pasal23
(1) Pcnyusunan dokumen AMDALsebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilakukan sendin atau
menunjuk pihak lain dalam hal tidak mampu.

(2) Penyusun AMDAL.sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajlb mermliki sertifikar kompetensi.

(3) Hasil penyusunan AMDAL.yang disusun oleh pihak lam

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menjadi

Pasal22

(1) Dokumen AMDALsebagaimana dimaksud dalam Pasal

20 ayat ( I) disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan
rnasyarakar yang mehpun:

a, yang terkena dampak;

b pemerhati Iingkungan hid up; dan/atau

c. yang terpengaruh atas segala benruk keputusan
dalam proses amdal

(2) Pehbatan rnasyarakat yang terkena dampak langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
a. pengumuman rencana usaha dan/arau kegiatan;

dan
b. konsultasi publik.

(3) Proses pelibatan mas) arakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kerentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Tim uji kelayakan hngkungan hidup bertugas menguji

kelayakan AMDAL.untuk jerus rencana usaha dan/atau

kcgiatan yang perizinan berusaha atau persetujuan

pcmerintah diterbitkan oleh Bupati.

(5) Bupati menetapkan keputusan tentang kelayakan
lingkungan hidup berdasatkan hasil uji kelayakan

hngkungan hidup.

(6) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai persyaratan
penerbitan perizman berusaha atau perserujuan
pernerintah.
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Pasal25

(I) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c

wajib dumliki bagi usaha dan/atau kegiatan \ang tidak
mermliki dampak penung rerhadap hngkungan hidup

dan tidak termasuk daJam kriteria U"L-UPL

(2) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajrb rnerruhki

SPPl, sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mehputi .

a jerus rencana usaha darr/atau kegiatan vang ndak

mermhki dampak penung terhadap hngkungan

hidup dan tidak wajib UKL-UPL,

drmaksud pada avat (1) dinyatakan dalam pernyataan

kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup

(4) Berdasarkan kesanggupan pengelolaan hngkungan

hidup sebagaimana dunaksud pada ayat (31 Bupau

menerbukan perizrnan berusaha atau persetujuan

pernerintah

(5) Tala care. pcnyusunan dan pernenksaan UKL-UPL

sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang­
undangan

sebagaimana

Pasal 20l

(1) Seuap usaha dan/atau kegiatan vang tidak rermasuk

dalam kntrna "aJlb amdal sebagairnana dunaksud

dalam pasal 19 avat (2) wajib memiliki UKIrUPL ..

(2) Bupau rnenugaskan kepada Perangkat Daerah yang

membidangi lingkungan hidup untuk melakukan

pemeriksaan vubstansi UKL-UPL

(3) Pemcnuhan subsransi UKL-UPI.

tanggungiawab penanggungjawab usaha dan/aUlu

kegiatan

(4) Penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan rnelalui tahapan seSU8J dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

(5) Persvaratnn dan rata cara serufikasi serta kntena
kompetensr penyusun AMDAL sesuai dcngan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Pasal28

Perizinan berusaha dapat dibatalkan apabila :

a. persyaratan yang diajukan daJampermohonan perizinan

berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan,

bertanggungjawab alas pendanaan penyusunan

AMDAL atau formulir UKI.,.UPL.

(2) Pendanaan operasional tim uji kelayakan lingkungan

hidup berasal dan APBD.

kegiatandan/atau

Pasal27

usaha(I) Penanggungjawab

Pasa! 26

(I) Pemerintah Daerah membantu penyusunan AMDAL

bagi usaha dan/atau kegiatan usaha Mikro yang

berdarnpak penting terhadap lingkungan hidup.

(2) Bantuan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud

pada ayat (L) berupa Iasilitasi, hiaya. danj'atau

penyusunan AMDAL.

(3) Penentuan mengenai usaha darr/atau kegiatan Usaha

Mikro sebagaimanadimaksud pada ayet (I) dilakukan

berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

b. merupakan usaha dan/atau kegiaian mikro dan

kecil yang tidak memihki dampak penting terhadap

lingkungan hidup; dan/atau

c. termasuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan

yang dikecuaJikan dan wajib UKI.,.UPL.

(3) SPPL sebagairnana dimaksud pada ayat (2)

diintegrasikan kedaJamNomor lnduk Berusaha.

(4) Pengintegrasian SPPL kedaJam nomor induk berusaha

sebagaimana dunaksud pada ayat (3) dilakukan melalui

sistem perizman berusaha terintegrasi secara elektronik.
(5) Muatan dan tata cara pengisian formulis SPPL sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 30

(11 Instrumcn pcrencanaan pcmbangunan dan kegiatan

ekonomi sebagairnana dimaksud dalam PasaI 29 ayat (2)
huruf a mehputi :
a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;

b. penyusunan produk domestik bruto dan produk

domestic regionaJ brute yang mencakup penyusutan
sumber daya aJam dan kerusakan lingktmgan hidup;

c. mekanisme kornpensasij imbal jasa Iingkungan
hidup antar daerah; dan

d. internatlsasi biaya hngkungan hidup.
(2) Instrumen pendanaan hngkungan hidup sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b mehputi :

8. danajaminan pemulihan Iingkungan hrdup;

Paragraf6
Instrumen Ekonomi Lmgkungan Hidup

Pasal29

(1) DaJam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup,
Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan
menerapkan instrumen ekonorni lingkungan hidup

sebagrumana dimaksud dalam PasaI 12 huruf f
(2) mstrurnen ekononu hngkungan hidup sebagaimana

dimaksud pada ayat (I) rneliputi:

a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
b. pendanaan lingkungan hidup. dan

c. msennf danyatau dismsennI.

penyalahgunaan. SPn8 keudakbenaran dan/atau

pernalsuan data. dokumen. dan/atau mformasr,

b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana

tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan

Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, atau

c. kewajiban yang dltetapkan daJam dokumen AMDALatau

UKL-UPL udak dilaksanakan oleh penanggung jawab

usaha dao /atau kegiatan
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Poragraf8

Analisis Resiko I..ingkungan Hidup

PasaI32

(1) Analisrs risiko Lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf h wajib dilakukan oleh

ParagraI7

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

PasaJ31

(1) Anggaran berbasis hngkungan hidup sebagairnana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf g wajib dralokasikan

oleh untuk membiayai:

a. Anggaran berbasis lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud dalarn PasaI 12 huruf g wajib dialokasi

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah untuk membiayai kegiatan

perlindungan dan pengeiolaan Iingkungan hidup;

dan

b. program pembangunan yang berwawasan

lingkungan hidup

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib

mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan

pencegahan. penanggulangan dan pemulihan

lingkungan hidup.

b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau

kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup: dan

c. dana arnanahrbamuan untuk konservasi.

(3) lnscnuf darr/atau disinsentif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan

dalam bentuk :
a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan:

b. pegembangan sistern penghargaan kinerja dibidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

dan

c. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan

hidup.



26

Bagian Ketiga

Penanggu langan

Pasa134
(1) Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pass I

10 ayat (2) huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang
atau badan yang melakukan peneernaran dan/atau
perusakan lingkungan hid up.

(2) Penanggulangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (II
mehpuu:

Paragraf9

Audit Lingkungan Hidup

Pasa133

(1) Bupau mendorong penanggungjawab usaha dan/al8u

kegiatan untuk melakukan audit hngkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf I secara

sukarela dalam rangka meningkatkan kinerja
hngkungan hrdup

(2) Pelaksanaan audit hngkungan hidup rerhadap kegiatan

tertenru yang beresiko linggi dilakukan secara berkala
sesuai dengan kerenruan peraturan perundang­

undangan

senap usaha danj'atau kegiatan 'yang berpotensi
memmbutkan dampak pentmg terhadap hngkungan

hidup, ancarnan terhadap ekosistem dan kehidupan,

serta keseharan dan keselamatan manusia

(2) Anahsis nsiko hngkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mehpuu :

a. pengkajian nsiko,

b. pengelolaan nsiko; dan

c kornumkasrnsiko

(31 Pelaksanaan analisis risiko hngkungnn hidup

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan
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Bagian Keernpat

Pemuhhan

Pasal35

(I) Pemuhhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 avat
(2) huruf c wajib dilakukan oleh seuap orang atau badan

usaha v ang melakukan pencernaran dan/alau
perusakan hngkungan hidup

(2) Pemulihan fungs: lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan tahapan

a. penghenrian sumber pencernaran dan pembersihan

unsur pencemar

b rcmediasi:

a. pernberian infonnasi penngatan pencemaran

dan/atau kerusakan hngkungan hidup kepada
masvarakat,

b. pengisolnsian peneemaran dan/atau kerusakan

hngkungan hidup.

c. penghennan sumber pencemaran dan/Illau
kerusakan lingkungan hidup: dan

d. cera lain sesuai dengan perkernbagan ilrnu

pengetahuan dan teknologi.

(3) Pelaksanaan penanggulangan pencernaran dan/atau

perusakan lingkungan tidak mernbebaskan
penanggungjawab usaha dan 'atau kegiatan untuk
melakukan pemuhhan, ganti rugi, dan/atau tuntutan

pidana

(4) Pelanggaran terhadap penanggulangan sebagaimana

drmaksud pada ayat (I) dikenakan sanksi adrrunistrauf

berupa.

a. Teguran terrulis

b. Paksaan pemenntah sesuai dengan keteruuan

peraturan perundang-undangan vang berlaku

c Denda adrninistrauf BeSUaI dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

d Pernbekuan perizman berusaha, dan/atau
e. Pencabutnn perizman berusaha
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(I) Pemegang persetujuan lingkungan wapb rnenyediakan

dana penjarmnan untuk pemuhhan fungsr Iingkungan
hrdup.

(2) Dans penjarmnan drsimpan d. bank pernerintah yang
ditunjuk oleh Pemermtah Daerah dalam benruk

a. deposito berjangka.
b tabungan bersama,

c bank garansi: dan/atau
d lainnya sesuai dengan ketemuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Bupati dapat rncnetapkan pihak ketiga untuk
melakukan pemulihan fungsi hngkungan hidup dengan

menggunakan dana penjarmn
(4) Penerapan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi

hngkungan hidup sebagaimana dsmaksud pads avat (11
tidak membebaskan kewajiban pelaku usaha untuk
melakukan pengcndahan pencemaran lingkungan

hidup dan/stau perusakan hngkungan hrdup akibat
usaha dan/atau kegratan

5) Penerapan dana penjamman untuk pemuhhan
hngkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

c rehabilitasi.

d restorasi: dan
e. cara lam seSUUI dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.
(3) Pelanggaran terhadap pemuhhan sebagaimana

dimaksud pada a,al (I) dikenakan sanksi adrrunistrauf

berupa:

a Teguran tertulis
b. Paksaan pemenntah sesuai dengan ketentuan

peraruran perundang-undangan yang berlaku
c. Denda administratif sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

d Pembekuan perizman berusaha: dan/atau

e. Pencaburan penzman berusaha.



Paragraf2

Pencegahan
Pasal38

(I) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud
dalam pasal 37 ayat (2) huruf a dilakukan pada sumber

pencernar:

8. nirtitik; dan

b. titik.

Bagian KeLima

Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf I

Umum

Pasal37

(l) Penyusunan dan penetapan Rencana perlindungan dan

pengelolaan mutu air dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan

(2) Pengendalian pencernaran air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. pencegahan pencemaran air;
b. penanggulangan pcnccrnaran air; dan

c. pemulihan mutu air

dilaksanakan sesuai dengan ketenruan peraruran

peru ndang-undangan.

(6) Pelanggaran terhadap dana penjaminan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif

berupa :

a. Teguran tertulis

b. Paksaan pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Denda administratif sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

d. Pembekuan perizinan berusaha; danj'atau
e. Pencabutan perizinan berusaha.
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Pasal39

(I) PernerintahDaerahmenyediakan saranadan prasarana

pengendalian pencemaranair.

(2) Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air

sebagaimanadimaksud pada ayat (1)disediakan untuk

sumber air limbah dan:

a. rumah tangga; dan

b. air limpasan atau nirtitik.

(3) Pemerintah Daerahdapat memberikan banruan sarana

dan prasarana pengendalianpencemaranair bagiusaha

mikro dan kecil.

(4) Hasil pengolahan air limbah dari sarana dan prasarana

pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memenuhi baku muru air limbah

dan alokasi beban pencemarair.
(5) Dalam menyediakan sarana dan prasarana

pengendahan pencemaran air, Pemerintah Daerah

sebagaimanadimaksud padaayat (I) dapat melakukan

(2) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara

pengelolaan terbaik,

(3) Pencegahan peneemaran air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :

a. penyediaan sarana dan prasarana;

b. pelaksanaan pengurangan. penggunaan kembali,

pendauran ulang, perolehan kernbali manfaat

danj'arau pengisian kembali air limbah;

c. penetapan baku rnutu air limbah;

d. persetujuan tekrus untuk pemenuhan baku rnutu air

limbah;
e. penyediaan personel yang kompeten dalam

pengendalian pencemaranair;

r. internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan

mutu air: dan

g. penempan sistern perdagangan alokasi beban

peneemarair.
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Pasal41
Baku mutu air limbah dilerapkan pada usaha dan/atau
kegiatan yang melakukan kegiatan :

Pasa140

(1) Penanggung jawab usaha danj'atau kegiatan yang
menghasilkan air limbah wajib mengelola air limbah.

(2) Hasil pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilalcukan:

a. pemanfaatan dengan cara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b;

b. pemanfaatan dengan cara aplikasi ke tanah;

dan Zatau

c. pembuangan ke badan air permukaan danrarau ke
formasi tertentu.

(3) Pelaksanaan pemanfaatan danj'atau pembuangan air

limbah sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)

dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak
pencernaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.
(4) Pelanggaran terhadap pengeJolaan air limbah

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dikenakan sanksi
administratif berupa .

a. Teguran tertulis

b. Paksaan pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Denda administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

d. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
e. Pencabutan perizinan berusaha.

kerjasama dengan badan usaha yang memiliki perizinan

berusaha.

(6) Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian
pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.
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pemenuhan batu mutu air limbah kepada Bupati sesuai

dengan kewenangannya.

permohonanrnengajukan

kegiatan

teknis
dan Zatau

perserujuan

Pasal43

usaha(1) Penanggungjawab

Pasal42

(I) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib

AMDAL dan UKlrUPL yang melakukan kegiatan

pembuangan danj'atau pcmanfaatan air limbah

sebagaimana dimaksud daJamPasal 41 wajib :

a rnernbuai kajian. atau
b. menggunakan standar tekrus yang disediakan oleh

pemerintah, sebagai dasar pertimbangan dalam

penetapan persetujuan tekrus pemenuhan baku

mutu air limbah.

(2) Pengelola kawasan dalarn memenksa RKlrRPL rinci

pelaku usaha dalam kawasan yang rnelakukan kegiatan

pcmbuangan dan/arau pemanfaatan, mensyaratkan

persetujuan teknis pemenuhan baru rnutu air limbah

pada RKlrRPL riner.

(3) Pcnanggungjawabusaha dan/atau kegiatan yang wajib

dilcngkapi SPPL, wajib melakukan pengolahan air

limbah sebelum dibuang danj atau dimanfaatkan.

(4) Kajian teknls sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

8. pembuangan air limbah ke badan all' permukaan;

b. pembuangan danj'atau pemanfaatan air limbah ke

formasi iertentu:
c. pcmanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;

dan/atau
d. bentuk pembuangan danj'atau pernanfaatan air Iimbah

larnnya sesuai dengan perkembangan i1mupengetahuan

dan teknologi.
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Pasal45

(I) bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan
verifikasi terhadap persetujuan teknis

(2) verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk :

a. melihat antara kesesuaian standar tekms

pemenuhan baku muru air limbah dengan

pembangunan sarana dan prasarana yang dJlakukan:
dan

b. memasnkan berfungsmya sarana dan prasarana
serta terpenuhinya baku mutu air timbah.

(3) hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana

pengendahan pencemaran air sebagaimana dimaksud
pada (2) adaJah memenuhi atau tidak memenuhi

persetujuan teknis.
(4) Dalam hal hasil verilikasi sebagaunana dimaksud pada

ayal(3) :

a. memenuhi persetujuan teknis, Bupati sesuat dcngan
kewenangannya memerintahkan menerbitkan SLO;

atau

Pasal44
Dalam pemenuhan baku muru air limbah penanggung

jawab usaha danyatau kegiaran dapat melakukan

kerjasarna dengan :
a. badan usaha; atau
b. pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Bupati mendelegasikan kepada pejabat yang

membidangi Jingkungan hidup untuk menerbitkan

persetujuan teknis.

(3) Tata cara permohonan, penilaian, penerbitan,

persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan

sesuai ketenruan peraturan perundang-undangan.



pengendalian pencemaran air;

dalarn

Pasal46

(1) Setiap usaha danj'atau kegiatan berpotensi mencemari

air melakukan intemalisasi biaya perlindungan dan
pengelolaan mutu air dalam biaya produksi dari/atau
operasinya.

(2) Biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air

sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pencegahan pencemaran air;

b. pengelolaan air limbah;
c. pemantauan air limbah dan mutu air;

d. penanggulangan pencemaran air;
e. pemulihan mutu air pasca kedaruratan dan pasca

operasi;

f. penyediaan sarana dan prasarana kedaruratan
dalam pengendalian pencemaran air;

g. pengembangan teknologi terbaik

b. tidak memenuhi persetujuan teknis, Bupati sesuai

dengan kewenangannya memerintahkan untuk

melakukan perbaikan sarana dan prasarana

danj'atau perubahan persetujuan lingkungan yang

dituangkan dalam Berita Acara.

(5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
sebagai dasar Bupati sesuai kewenangannya dalam

melakukan pengawasan.

(6) Penanggungjawab usaha danj'atau kegiatan melakukan
perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita

acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b

sampai pada baku mutu air limbah terpenuhi.

(7) Dalam hal penanggungjawab usaha danj'atau kegiatan
tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana

sesuai dengan berita aeara sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b pejabat pengawas lingkungan

hidup melakukan pengawasan.
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Pasal 48

Perdagangan alokasi beban pencemar air Daerah
ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan rckomendasi

teknis dari Menteri.

Pasal47

(1) Sistem perdagangan alokasi beban pencemaran air

terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan

kegiatan pebuangan air Iimbah ke dslsm air permukaan

mernperumbangkan .
a. ketersediaan alokasi beban pencernar air di lokasi

pembuangan air limbah; dan
b. alokasi beban pencemar air dari usaha danj'atau

kegiatan.
(2) Perdagangan alokasi beban pencemar air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan
rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air yang

ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

h. penyediaan dan perungkatan kapasitas sumber daya

manusia dalam pengendalian pencernaran air:

dan/arau
i. kegiatan lainnya yang mendukung upal'a

pengendalian pencernaran air.

(3) Pelanggaran terhadap perlindungan dan pengelolaan
mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenakan sankst administratif berupa:

a. Teguran tertulis
b. Paksaan pemenntah sesuai dengan kelentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku
c. Denda administratif sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

d. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau

e. Pencabutan perizinan berusaha.
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Paragraf3
Penanggulangan Pencemaran Air

PasaJ 50
(I) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang

menyebabkan pencemaran air wajib melakukan

pcnanggulangan penccmaran air.
(2) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana

dimaksud pada ayar (1) dilakukan dengan cara .

a. pemberian informasi peringaran pencemaran air

kepada masyarakat;
b. pengisolasian pencemaran air;
c. penghentian surnber pcneemaran air: dan atau
d. eara lam sesuai dengan perkembagan i1mu

pengerahuan dan teknologi.

(3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama
24 (duapuluh empat) jam sejak diketahuinya

pencemaran.

Pasal49

(1) Penanggungjawab usaha darr/atau kegiatan hanya

dapat membuang air limbah ke badan air permukaan
sesuai dengan kuota alokasi beban pencemar air yang

dimilikinya.
(2) Pelanggaran terhadap pembuangan all' hmbah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
admirustranf,

(3) Pelanggaran terhadap pembuangan air limbah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi

administratif berupa :
a. Teguran tertulis

b. Paksaan pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Denda administratif sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

d. Pembekuan perizman berusaha: darr/atau
e. Pencabutan penzman berusaha.
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Pasal Sl

(1) Oalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan

tidak melakukan penanggulangan pencernaran air

sebagaimana dimasud dalam PasaJ 50 ayat (1) dalam

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam

sejak diketahuinya pencemaran, Bupati sesuai dengan

kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk

melakukan penanggulangan pencemaran air.
(2) Terhadap kegiatan penanggulangan pencernaran air

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibebankan biaya

kepada pcnanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

(4) Oalam hal terjadi pencernaran air, penanggungjawab

usaha dan/arau kegiatan wajib melaporkan keadaan

tersebut sebagar keadaan darurat secara elektronik

dalam waktu paling lama 24 (dua puiuh emparl jam

kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mernuat:

a. lokasi;

b. waktu;

c. penyebab,

d. dugaan dampak terhadap Iingkungan; dan

e. upaya telah dilakukan.

(6) Pelanggaran terhadap penanggulangan pencemaran air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi

administratif berupa :
a. Teguran tertulis
b. Paksaan pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Oenda administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

d. Pernbekuan perizinan berusaha; dan/atau

e. Pencabutan perizinan berusaha.
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(I) DaJam hal penanggungjawab usaha dan/aiau kcgiatan

tidak mclakukan pemulihan mutu air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal ;,2 ayat (I) dalam jangka waktu

paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak diketahui

pencernaran air. Bupali sesuai dengan kewenangannya

menetapkan pihak keuga untuk melakukan pemulihan
mutu air

(2) Terhadap pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menggunakan dana penjarninan untuk

pemulihnn fungsi lingkungan hidup

Paragraf 4

Pemulihan Mutu Air

Pasal 52

(I) Penanggungjawab usaha danj'atau kegiatan yang

menyebabkan pencemaran air wajib melakukan

pemulihan rnuru air.

(2) Pemulihan muru air sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan cara :

a. pembersihan unsur pencemar air:

b. remediasi:
c. rehabiluasi:

d. restorasi, dan

e. lainnva sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi,
(3) Pelanggaran terhadap pencemaran air sebagairnana

dimaksud pada ayat (I) dikenakan sanksi administratif

berupa

a. Teguran tertuhs
b. Paksaan pemenntah seeuai dengan keteruuan

peraiuran perundang-undangan yang berlaku

c. Denda administratif sesuai dengan keientuan
peraturan perundang undangan yang berlaku

d. Pernbekuan perizman berusaha: dan/ata«
c. Pencabutan perizman berusaha.



ParagraI2

Pencegahan

Pasal56

Pencegahan pencernaran udara dilakukan melalui
penerapan .

a. baku rnutu emisi:

b. perserujuan teknis pemenuhan baku mutu ermsi,

Pasal55

(1J Pengendalian pencemaran udara dilaksanakan sesuai
dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mulu

Udara (RPPMU)

(2) Bupau rnenyusun dan rnenetapkan RPPMU sesuai

dengan kewenangannj a berdasarkan :

a. RPPMUNasional;

b. RPPMUProvinsi; dan

c. Nilai kosentrasi udara arnbien tertinggi dikelas
WPPMU

(3) Penyusunan dan penetapan RPPMU dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

(4) Pengendalian pencemaran udara sebagarmana

dimaksud pada ayat (1) melipuu :

a. pencegahan pencemaran udara;

b. penangguIangan pencemaran udara; dan

c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar

kcsehatan manusia dan lingkungan hidup.

Bagian Keenam

PengendaJianPencemaranUdara

Paragraf 1

Umum

PaSlll54

Pemulihan rnutu air sebagairnanadimaksud dalam Pasal52

dilakukan jika :

a. lokasi pencemaran air udak diketahui surnber

pencemarannya: dan atau

b. udak diketahui pihak yang melakukan pencemaran air.
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wajib
teknispersetujuanpermohonanmengajukan

PasaI57
(I) Baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

56 direrapkan pada :

a. sumber emisi udak bergerak;dan

b. sumber emist bergerak.

(2) Baku mUIU emisi sumber emisi tidak bergerak

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a

ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan dengan :

a. dampak ernist rendah; dan

b. dampak emisi tinggi.
(3) Baku mutu emisi sumber emisi tidak bergerak untuk

usaha dan/atau kegiatan emisi rendah sebagaimana

dimal<sud pada ayat (2) huruf a menggunakan baku

mutu yang telah dttetapkan oleh Menteri.

(4) Baku mutu emisi sumber ernisi tidal< bergerak untuk

usaha darr/atau kegiatan emisi tinggi sebagaimana

dimal<suclpada ayat (2) huruf b wajib dilengkapi dengan

persetujuan teknis.

(5) Dalam hal kegiatan dengan dampak ernisi tinggi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihasilkan oleh

pelaku usaha daIam kawasan wajib RKL-RPl...rinei,

pengelola kawasan dalam memeriksa RKI,RPL rinci

mensyaratkan persetujuan teknis pemenuhan baku

rnutu emisi pada RKI,RPL rinci.

(6) Dalam hal baku mutu emisi sebagaimana dimaksud
pada ayar (3) belum ditetapkan oleh Menteri,

penanggung jawab usaha danj atau kegiatan waJib

mengajukan permohonan persetujuan teknis.

(7) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiaran

c. baku mutu gangguan;

d. internalisasi bia} a pengelolaanmum udara;

e. kuota ermst dan sistem perdagangan kuota emisi; dan

f. standar nasional Indonesia terhadap produk yang

digunakan dirumah iangga yang mengetuarkan residu

ke udara.
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pemenuhan baku mutu emisi dengan pembangunan

sarana dan prasarana pengendaban pencemaran

udara yang dilakukan; dan

b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana

pengendalian pencemaran udara serta terpenuhinya

baku mutu emisi

(2) Hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana
pengendali pencemaran udara berupa memenuhi atau

adak memenuhi persetujuan teknis.

(3) DaJamhal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat(21·
a. memenuhi persetujuan teknis, Bupari menerbitkan

SLO, atau
b. adak memenuhi persetujuan tekrus. Bupau

memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana

dan prasarana dan/atau perubahan persetujuan

lingkungan yang dnuangkan daJamberita acara

kesesuaian antara standar tekmsa. rnelihat

PasaJ 58

(I) Bupan melakukan venfikasi terhadap sarana dan

parasarana pengendahan pencemaran udara untuk :

pemenuhan baku mutu ermsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (41 dan ayat {61 kepada Bupau melaJui sistern

mformasi lingkungan hidup.

(8) Bupati menugaskan pejabat yang membidangi

lingkungan hidup untuk melaksanakan proses

penerbuan persetujuan rekms
(9) Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

rnemuat:

a. srandar tekrus pemcnuhan baku mutu ernisi:

b. standar kornpetensi sumber daya manusia; dan

c. sistem manajemen hngkungan.

(10)Persyaratan dan lata cara pelaksanaan persetujuan

tekrus sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Paragraf3

Penanggulangan

PasaJ60

(1) Penanggungjawab usaha danj'atau kegiatan yang

melakukan pencemaran udara wajib melakukan

penanggulangan

(2) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
a. kornunikasi, pemberian informasi, dan edukasi

kepada ruasyarakat terkait pencemaran udara;

PasaJ59
(1) Penanggung jawab usaha danratau kegiatan yang

menghasilkan ernisi:

a. produk dari usaha dan/atau kegiatan sektor industJi
otomotif;

b. penggunaan alar transportasi darat berbasis non

jalan: danyarau

c. penggunaan alat berat, wajib memenuhi ketentuan

baku mutu emisi.

(2) Setiap orang yang menghasilkan emisi dari alat

transportasi darat berbasis jalan harus memenuhi

ketenruanbaku mutu emisi.

(3) Pemenuhan ketentuan baku mutu emisi sebagaimana

dimaksud padaayat (2) dilaksanakan dengan ketenruan:

a. diterapkan pada alar transportasi darat berbasis

jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3

tahun: dan

b. pengukuran dilakukan oleb personil yang memiliki

sertifikasi sesuai dengan ketenruan peraturan
perundang-undangan.

(4) Pemenuhan ketentuan baku mutu emisi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar
pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor.

(4) SLO sebagairnana dimaksud pada ayat (3) huruf a

sebagaidasar Bupati melakukan pengawasan.
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ParagraI4

Pemulihan Kualiras Udara

Pasal62

(1) Setiap orang yang melakukan pcncemaran udara wajib

melakukan pemulihan dampak pencemaran udara.

(2) Pemulihan dampak pencernaran udara sebagaimana

drrnaksud pada ayat (I) dilakukan dalam jangka waktu

Pasal6 I

(I) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilakukan dalam

jangka waktu paling larnbat 24 (dua puluh ernpat] jam

sejak diketahuinya pencernaran udara.

(2) Dalam hal penanggulangan pencemaran udara

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan,

Bupati menerapkan pihak ketiga untuk melakukan

penanggulangan pencemaran udara.

(3) Siaya penanggulangan pencemaran udara sebagaimana

dimaksud pada ayar (2) dibebankan kepada

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang

melakukan pencemaran.

pcncernaran udara kepada Bupau.

laporan pelaksanaan penghentian

pcnangggulangan pencemaran udara

dimaksud pada ayat (2) wajibsebagairnana

menyampaikan

b. penghenuan pencernaran udara: dan

c cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilrnu

pengeiahuan dan teknologi.
(3) Penghenuan sumber pencernaran udara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :

a. penghentian proses produksi;
b. pengheruian kegiatan pada Casilitas yang

menyebabkan pencernaran udara; danj'atau

c undakan tertentu untuk meniadakan pencernaran

udara pada surnbernya.

(4) Penanggung jawab usaha dan/ntau kegiatan yang

mclakukan



Bagian Ketujuh

PengendahanPencemaranDanau dan/atau Situ

Pasal63

(1) Pengendalian pencemaran danj'atau kerusakan mutu

danau/aitu dilaksanakan sesuai dengan rencana

perlindungan dan pengelolaan mutu danau danj'atau

situ
(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan mutu

danau Zaitu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. pencegahan;

b. penanggulangan; dan

c. pemulihan

(3) Bupati melakukan pencegahan pencemaran danj'atau

kerusakan mutu danau dan/atau situ melalui:

a. penyediaan sarana dan prasarana:

b. pembatasan limbah ke danau dan atau situ;

c. pencegahansarnpah ke danau dan atau situ; dan

d instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

paling lambat 30 hari sejak diketahuinya pencemaran

udara.

(3) 8iaya pemulihan dampak pencemaran udara

sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dibebankan

kepada setiap orang yang melakukan pencemaran

udara,

(4) Pelanggaran lerhadap pencemaran udara sebagaimana

dimaksud pada ayat (I) dikenakan sanksi administratif

berupa :
a. Teguran tertulis
b. Paksaan pcmerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Denda administratif sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

d. Pembekuan perizinan berusaha; dari/atau

e. Pencabutan perizinan berusaha.
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Paragraf2

Penyimpanan limbah 63

Pasal66

(I) setiap orang yang menghasilkan limbah 63 wajib

melakukan penyimpanan limbah 63.
(2) Dalam hal sctiap orang sebagaimana dirnaksud pada

ayat (I) tidak mampu melakukan scndiri pengelolaan

limbah 83. pengelolaannya diserahkan kepada pihak

keuga

Pasal65

Penyelenggaraanpengelolaan limbah 63 meliputi :

a. penyimpanan limbah 63; dan

b. pengumpulan limbah 63

Bagian Kedelapan

Pengelolaan Limbah 83

Paragraf I

Pengelotaan Limbah

Pasal64

(1) setiap orang yang menghasilkan limbah wajib

melakukan pengelolaan Iimbah yang dihasilkan

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11

rnelipuii :
a. pengelolaan limbah 133;

b. pengelolaan limbah non 83.

(3) Pelanggaran terhadap pengelolaan Iimbah sebagaimana

dimaksud pada ayat (I) dikenakan sanksi administratif

berupa:

a. Teguran tertulis

b. Paksaan pernerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Denda adrninistrauf sesuai dengan ketentuan

peraiuran perundang-undangan yang berlaku

d. Pembekuan perizinan berusaha; darr/atau

e. Pencabutan perizinan berusaha.
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Pasal67
(I) Setiap orang yang menghasilkan hmbah 83

sebagaimana dimaksud dalam Pasal64 ayat (I) dilarang

melakukan pencampuran 83 yang disimpannya.

(2) Untuk dapat melakukan penyimpanan limbah 83

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang yang

menghasilkan limbah 63 wajib rnernenuhr

a. standar penyimpanan hmbah B3yang duntegrasikan

kedalam nomor induk berusaha bagi penghasil
limbah 83 dari usaha danj'atau kegiatan wajib SPPL;

danj atau

b. nneian teknis penyimpanan limbah 83 yang dimuat

dalam persetujuan lingkungan. bagi .

l. penghasil limbah 83 dari usaha danj atau
kegiatan wajib AMDAL dan UKL-UPL;dan

2. instansi pemerintah yang menghasilkan limbah

R3
(3) Standar dan rincian teknis penyimpanan limbah 63

scbagaimana dimaksud pada ayar (2) meliputi :
a. nama, surnber, karakteristik dan jumlah 63 yang

akan disimpan;
b. dokurnen yang akan menjelaskan tentang tempat

penvrrnpanan limbah 83;

(3) Pengelolaan limbah 83 wajrb rnendapatkan perizinan

berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah sesuai

kewenangannya

(4) Pelanggaran terhadap penyimpanan hmbah 83

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi

admirustratif berupa:

a. Teguran tertulis
b. Paksaan pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Denda administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan yang berlaku

d. Pernbekuan perizman berusaha. dan/arau

e. Pencabutan perizman berusaha.
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Paragraf3

Pengumpulan Lunbah 133

Pasal68
(I) Untuk dapat melakukan pengumpulan hmbah 83.

pengumpul hmbah 83 \\a.Jlb:

a. persetujuan lingkungan;

b. perizinan berusaha untuk kcgiatan bidang usaha

pcngelolaan Iimbah 83;

(2) untuk mendapat persetujuan hngkungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (I) huruf a, pengumpul limbah 83

wajib mermliki persetujuan teknis pengelolaan limbah

83

(3) Pengumpul limbah dilarang :

a. melakukan pernanfaaran limbah 83 dan/!\t.au

pengelolaan limbnh 83 terhadap sebagian atau
seluruh hmbah 83 vang dikumpulkan:

b. menyerahkan Iirnbah 63 yang dikumpulkan kcpada

pengumpullimbah 83 yang lain: dan

c. melakukan pencampuran limbah 83.

c. dokurnen yang menjelaskan tentang pengcmasan

limbah B3:

d. persyaratan lingkungan hidup; dan

e. kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian

teknis penyimpanan limbah 83.

(4) Tata cara pengintegrasian standar penvimpanan lirnbah

83 terhadap nomor induk berusaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyimpanan limbah 83 sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang­

undangan.

(6) Pelanggaran terhadap larangan sebagairnana dimaksud

pada ayat (I) dikenakan sanksi administratif.

(7) Sanksi administratif sebagaimana dirnaksud pada ayat

(6) akan diatur lebih lanjut dalam Pcraturan Bupati,
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Pasal 70

(1) Pengurnpul hmbah 83 wajib melaporkan pembangunan

Iasrlltas pengumpul hmbah 83 palmg lambat 14 (empat

belas) han ketja SCJakselesai pembangunan fasilitas

pengumpul hmbah 83

(2) Laporan pengumpulan limbah 83 drsarnpaikan kepada

Bupau sesuai dengan Persetujuan Tekms Pengelolaan

Limbah 83 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah 83.

paling sediku I (satu] kali dalam 6 (enam) bulan sejak

Perserujuan Teknis Pengelolaan Limbah 83 diterbitkan

(3) Pclanggaran terhadap kewajiban pelaporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dikenakan sankst

administrauf

perundang-peraturansesuaidrselenggarakan
undangan.

B3hmbahpengumpultekrus(3) Persetujuan

Pasal 69
(I) Untuk mendapatkan persetujuan tekrns pengelolaan

limbah 133sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 68 avai

(2) pcngumpul hmbah 83 mcngajukan pcrmohonan

secara tertuhs kepada 8upau seSUSI kewenangannya.

(2) Bupan sesuai kewenangannya mcnugaskan instansi

yang membidang. IIngkungan hidup untuk

menyelenggarakan pemberian persetujuan tekrus

pengelolaan lunbah 83 SCSUaIavat (I)

(4) Pelanggaran lerhadap pengumpulan hmbah 83

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dikenakan sanksi

administratif berupa :

a Teguran tertuhs

b Paksaan pemenntah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

c Denda admimstrauf sesuai dengan kereruuan
peraturan perundang-undangan \ang berlaku

d. Pembekuan penzman berusaha, dan/alau

e. Pencabutan penzman berusaha
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Pasal 72
Pengelolaan limbah yang telah memperoleh persetujuan

teknis pengclolaan limbah 83 untuk kegiatan pengumpulan
limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kcgiatan
jika dimaksud

a. menghennkan usaha dari/atau kegiatan;

Pasal71

(I) 8erdasarkan laporan pembangunan fasilitas

pengumpulan limbah 83 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 70 ayat (2). Bupati melakukan verifikasi pahng

lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterirna

(2) Dalarn hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud padal
ayat (1) menunjukan fasilitas pengumpulan limbah 83 :

a. sesuai dengan persetujuan teknis pengelolaan

limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Iimbah 83,

Supati sesuai kcwenangannya menerbitkan SLO

kegiatan pengumpulan limbah 83; dan

b. ridak sesuai perserujuan teknis pengelolaan hmbah
83 untuk kegiatan pengurnpulan limbah 83, Bupari

sesuai kewenangannya menyampaikan surat agar

pengumpul limbah B3 mengubah rencana

pembangunan fasilitasi yang termuat dalam

persetujuan teknis pegelolaan limbah 83 untuk
kegiatan pengurnpulan.

(3) Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagairnana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh)
hari setelah verifikasi diJakukan

(4) SLO untuk kegiatan pengumpulan limbah 83

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a rnenjadi
dasar dimulainya :

a. kegiatan operasional pengumpulan limbah 83;

b. pengawasan terhadap ketaatan penanggungj awab
usaha danj'atau kegraran dalam perizinan berusaha.

(4) Sanksi adrninistranf sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati,
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Pasal74

(1) kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud

dalam pasal 73 ayat (2) huruf a paling sedikit memuai :
a. pengelolaan sampah bcrdasarkan prmsrp

pembangunan bcrkelanjutan yang dilakukan

melalui :
1. efeslensi penggunaan material dalam system

produksi dan konsumsi di wilayab daerah:

2. penanganan sarnpah secara terdesentralisasi:

3. penanganan sampah secara terpilah;

4 pengutamaan pcngelolaan sampah untuk daur

ulang material; dan

6agian Kesembilan

PengelolaanSampah

Pasa173

(1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan

Kebijakan dan Smllegi Pengelolaan Sampah Daerah

bcrdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

(2) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah

sebagalmana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit

memuat :

a. Kebijakan PengelolaanSampah;

b. Strategi PengelolaanSampah; dan/ atau

c. Program PengelolaanSampah.

(3) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah

sebagalrnana dimaksud pada ayat (I). harus menjadi

acuan bagi Pernerintah Daerah dalarn menyusun

dokumen rencana pembangunan daerah.

(4) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah

sebagaimana dirnaksud pada a\8l (I) akan diatur lebih

lanjut dalarn Peracuran Bupati

h. mengubah penggunaan lokasi danyatau fasilitas

pengumpul Iimbah 83; atau

c. memindahkan Jokasi dan/atau fasilitas pengurnpul

limbah 63.
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BABVI

PEMELI HARAAN

8agian Kesatu

Umum

Pasal76

(1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan pada media

lingkungan hidup

Pasal75

(I) Pemerintah Oaerah menjamm terselenggaranya
kegiatan pengelolaan sarnpah mandiri.

(2) Pemerintahan desa dan kelurahan wajib mengclola

sampah secara mandiri.

(3) Pengclolaan sampah mandiri terdiri dan pemilahan,

pengumpulan, pengolahan dan pengangkutan sarnpah

dari sumbemya.

5. meminimalkan penggunaan material toksik pada

proses produksi dan konsumsi material.

b. penguatan kelembagaan guna terselenggaranya

pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu ke
hilir sesuai dengan prinsip pembangunan

berkelanjutan; dan

c. pelibatan masyarakar secara terintegrasi dalam

setiap aspek pengelolaan sampah.

(2) Selam Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah

Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (I),

Pcmerintah Daerah juga Menyusun Rencana Induk

Pengelolaan Sampah Daerah dan stud! kelayakan

PcngelolaanSampah Daerah.
(3) Kebijakan PengelolaanSampah sebagaimanadimaksud

pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut daJamPeraturan

Bupat ..

(4) Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah

sebagalmana dimaksud pada ayat (2)akan diarur lebih

lanjut dalam Peraturan Bupati.
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Paragraf2

Konservasi Air

Pasal78

(I) Konservasi air sebagarmana dimaksud dalam Pasal 77

huruf II. meliputi kegiatan;

a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga

kualitas air;

b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga
kualitas air; dan

c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di

ekosistem perairan.

(2) konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga

kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayar (I) huruf

8agian Kedua

Pemeliharaan Kualitas dan Kuantitas Air

Paragraf 1
Umum

Pasal77

Pemeliharaan kualitas dan kuanutas air sebagaimana

dimaksud daJamPasal76 ayat (3) huruf a dilakukan melalui

upaya:

a. konservasi air;

b. pencadangan air; dan

c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali

dampak perubahan iklim.

(2) PemeJiharaan terhadap media lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas

a. kuahtas dan kuantitas air;
h. kualitas udara; dan

c. kualitas tanah.

(3) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui

upaya:

a. konservasi sumber daya alam;

b. pencadangan sumber daya a1am;

c pelestanan fungsi armosfer.
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Paragra.f3

Pencadangan Air

Pasal79

(1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
77 huruf b dilakukan terhadap sumber daya air dengan

kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola daJam

jangka waktu tertentu.
(2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada a) at (1)

dilakukan melalui upaya .
a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan

yang memiliJa kualitas air yang masih baik;

dan/atau
b. penetapan sumber air yang mcmiliki kualitas air

yang tercemar untuk diJakukan pemulihan kualitas

air.
(3) Pemulihan kuahtas air sebagaimana dimaksud pada

aya; (2) huruf b dilakukan melalui upaya:

a melipuu upaya perlindungan dan pemanfaatan secara

lestari kawasan tertentu.
(3) Konservasi sumber daya air yang berfungsi dalam

menjagaair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b meliputi .
a. upaya perlindungan dan pemanfaatan secara leatari

sumber air tertentu;
b. upaya menjaga fungsi daerah imbuhan air tanah

meJalui penglujauan, pembangunan waduk resapan

air di daerah imbuhan air tanah,

c. pelestanan dan penga ....etan sumber daya air;

d. mewajibakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang
melakukan pemanfaatan air tanah untuk memiliki

perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan:

e. penetapan kawasan resapan air.

(4) ketentuan lebrh lanjut rnengenai konservasi sumber air
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan

Peraturan Bupati



Pasal82

(1) Pelestarian atmofer sebagaimana dimaksud dalam PasaJ
80 huruf b melipuu .

PasalS1
(I) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 80 huruf a dilakukan melaJui perlindungan

kualitas udara.

(2) Perlindungan kualuas udara sebagairnana dimaksud

pada ayat (I) dilakukan rnelalui
a. alokasi ruang terbuka hijau (RTH);

b. pemenuhan baku mutu udara ambien: dan
c. RPPLt-I.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan Kualitas Udara
Paragrafl

Umum

Pasal80
Pemeiharaan kualitas udara dilakukan melalui

a. konservasi kualitas udara:

b. pelestarian fungsi atmosfer,

a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah:

dao /atau
b. penghentian usaha dan/arau kegiatan pemanfaatan

air.
(4) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan
oleh Bupati.

(5) Penghentian usaha danj'atau kegiatan pemanfaatan air

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufb dilakukan

oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraruran

perundang-undangan.
(6) Pencadangan air dengan kualitas tertentu dilaksanakan

sesuai dengan ketenruan peraruran peru ndan g­

undangan.
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Bagian Keempat

Pemeliharaan Kualitas Tanah

Pasal83

(1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud
dalam PasaJ76 ayat (2) huruf c dilakukan melalui upaya

konservasi tanah.

(2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui :

a. konscrvasi secara mekanik;
b. konservasi secara biologis;

c. konservasi secara kimia; dan
d. konservasi Jainnya sesuai dengan perkembangan

ilmu dan teknologi,
BASVTl

HAK, KEWAJlBAN DAN LARANOAN

Bagian Pertama
Hak

PasaI84

(I) setiap orang mempunyai hak yang sarna atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat.

a. upaya mitigasi dan adapatasi perubahan ikllm;

b. upaya pertindungan lapisan ozon;

c. upaya pelindungan terhadap hujan asam.

(2) Mitigasi perubahan dan adaptasi perubahan iklim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat

dilakukan melalui upaya penurunan emisi GRK pada
bidang-bidang prioritas terukur, teraporkan dan

terverifikasi.
(3) Perlindungan lapisan ozon sebagai mana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dapat diimplementasikan dengan
melaksanakan inventarisasi bahan pencemar ozon

(BPO).

(4) Perlindungan terhadap bujan aS8m sebagaimana

dimaksud pada ayar (I) huruI c dapat dilakukan dengan

cara menyusun dan menetapkan kebijakan
perlindungan terhadap hujan asam skala Daerah.



Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal85

(J) setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian

fungsi Iingkungan hidup serta mencegah,

menanggulangi, dan memuJihkan pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan cara :

8. memberikan informasi secara benar, akurat, terbuka

dan tepar waktu terkait dengan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup;

b. memelihara kelestarian (ungsi lingkungan hidup;

(2) Seuap orang mernpunyai hak dalam perlindungan dan

pengelolaan hngkungan hidup sesuai dengan

ketentuan peraturan peru ndang-undangan.

(3) Hak dalam perlindungan dan pengelolaan lmgkungan
sebagaimana dimaksud pada ayae (2) dilakukan dengan

cara:

a. mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses

partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak

atas ltngkungan hidup

b. mengetahui dan mendapatkan infonnasi dad

Pemenntah Daerah dan/atau prnanggungiawab

usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan PPLH

yang menurut sifal dan tujuannya memang terbuka;

c. melakukan peneliuan dan kajian;

d. memberikan saran pendapat dan/atau keberatan

terhndap kegintan yang dapat menimbulkan dampak

terhadap lingkungan hidup;

e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan

lingkungan hidup; dan

f. melakukan pengaduan dan gugatan apabila

mengelami kerugian akibat dugaan pencemaran

dan/atau perusakan Iingkungan hid up.
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Bagian Ketiga

Larangan

PasaJ 86

Setiap orang dan/penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan diJarang:
a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan penccmaran

darr/atau perusakan lingkungan hidup;

b. memasukan 83 yang dilarang berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
c. memasukan limbah yang berasaJ dari luar wilayah

negara Indonesia;
d. memasukan limbah B3 ke dalam wilayah negara

kesatuan Republik Indonesia;
e. membuang limbah ke media lingkungan hidup

melampaui batas baku mutu yang diterapkan dalam
peraturan perundang-undangan:

c. mendukung upaya pencegahan, penanggulangan

serta pemulihan lingkungan hidup;

d. mentaati ketentuan ten rang baku mum lmgkungan

hidup darr/atau kriteria baku muru kerusakan

lingkungan.

(3) Setiap orang danj'atau penanggungjawab usaha

dan Zatau kegiatan yang melakukan kegiaran

pengambilan dan pemaofaatan air ranah wajib

melakukan upaya pencegahan pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup sebagaimana

dipersyaratkan perizinan dan arau peraturan

perundang-undangan

(4) Setiap orang darr/atau penanggung jawab usaha
dan/atau kegiaran pengambilan dan pemanfaatan air
tanah wajib membuat sumur resapan danj'atau sumur
imbuhan air tanah pada daerah tangkapan air dan

ruang terbuka hijau.

(51 Setiap lembaga pendidikan formal dan non formal wajib
menerapkan pendidikan berbasis lingkungan.



kepeloporan masyarakat;
d. menumbuh kembangkan ketanggap segeraan

masyarakat;
e. mengembangkan dan menjaga nilai budaya kearifan

lokal dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

(2) Peran aktif PPLHmasyarakat bertujuan untuk :

a. menimbulkan kepedulian masyarakat terhadap

PPLH;

b. meningkatkan kemandirian dan keberdayaan

masyarakat;

c. menumbuh kembangkan kemampuan dan

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal87

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sarna
dan seluas luasnya untuk berperan aktif dalam

kegiatan PPLH yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Daerah

memanfaatkan air tanah tanpa melakukan perizinan.
n. menangkap ikan dengan racun.

yangusal1a

menghilangkan informasi;

k. melakukan usaha danj'atau kegiatan diluar wilayah

daerah dengan memanfaatkan air tanah dan titik

pengembalian di wilayah daerah;

I. mendirikan bangunan, melaksanakan usaha dan Zatau

kegiatan eli ternpat yang telah ditetapkan sebagru hutan

kota, dan jalur hijau kota,

m.melakukan kegiatan danj'atau

menyesatkan,palsu,mformasij. memberikan

f. membueng B3 dan limbah B3 ke media lingkungan
hidup;

g. melepaskan produk rekayasa genetika ke media
lingkungan hrdup yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan;

h. melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar;
i. menyusun AMDAL tanpa memiliki serufikast kompetensf;
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Pasal88
(I) setiap perusahaan yang berdomisili di daerah memiliki

hak dan kesempatan yang sama dan seluas-Iuasnya

untuk berperan aktif daJam kegiatan PPLH yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui
Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(2) Program Tanggung Jawab SosiaJ Lingkungan daJam

Bidang PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (I)

dapat berupa :
a. pemberdayaan rnasyarakat dalam pengelolaan

sampah terpadu;
b. penerapan sistem pengeloiaan sampah terpadu

berbasis rumah tangga;

c. pelatihan pengelolaan sampah terpadu; danl atau
bimbingan teknis usaha pengelolaan sampah

terpadu.
d. pembangunan area hijau;

e. penanaman pohon dan taman; danl atau
f. kegiatan pelestrarian lingkungan yang akan

memberikan rnanfaar untuk masyarakat sekitar.

(3) Peran aktif masyarakat dapat berupa:
a. pengawasan sosiaJ;

b. pemberian saran pendapat;

c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
d. pelaksanaan kegiatan PPLHyang dilakukan secara

mandiri darijatau bermitra;
e. memberikan pendidikan dan pelatihan oleh

kelompok masyarakat.
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BABXl

KERJASAMA

Pasal91
(I) Oalam upaya meningkatkan upaya perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup dan mengatasi

BABX

PEMANTAUAN KUALlTAS L1NGKUNGAN HIDUP

Pasal90

(I) pemerintah daerah wajib melakukan pemantauan
kualitas Iingkungan di daerah untuk mengetahui

kecenderungan kualitas lingkungan.

(2) Pemantauan kualitas lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( I) dilaksanakan terhadap;

a. tanah;

b. air;

c. udara; dan
d. pengukuran pemajanan terhadap biomarker dan

dampak kesehatan.
(3) frekuensi pemantauan kualitas lingkungan hrdup

dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABlX

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIOUP

Pasal89
(I) Bupati sesuai dengan kewenangannj a menyediakan

informasi melalui sistem infonnasi lingkungan hidup.

(2) Sistem infonnasi Iingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi

secara elektronik j ang terdin dan ststem informasi :
a. dokumen lingkungan hidup;

b. pelaporan persetujuan lingkungan hidup;

c. status lmgkungan hidup pengelolaan limbah B3;

d. peta rawan lingkungan:

e. pengawasan dan penerapan sanksi administratif

r. infonnasi lingkungan hidup lainnya
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BAB XII

PEMBINA.\N DAN PENGAWASAN

Bagian Kesalu

Pembmaan

Pasal92

(I) Bupan menugnsknn kepala perangkat daerah vang

membrdangi hngkungan hidup untuk melakukan

pembmaan kepada :

a penanggungjawah usaha dan/atau kegt.ltan )Ilng

persetujuan lingkunganva ditetapkan oleh Bupati:

dan

b masyarakilt

(2) Pernbtnaan sebag.urnana dirnaksud pado ayat (1)

drlakuknn I1wl81uI

a, dcsiminas: peraturan pcrundang-undnngon:

b. bimbmgan tekruv,

c. pendidiknn dan pelauhan:

d. bantuan sarana clan prasarana:

r program percontohan:

r forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis:
g penyuluhnn:

h penehuan,

pcngembangan,
J pemberiuu penghargaan, dan

k. bentuk 1••11 ~ang sesuai dengan perkernbangan tlrnu

dan teknologi.

perrnasalahan hngkungan hidup di daerah. Bupati

dapat menyelenggarakan kerjasarna daerah

(2) Kerjasarna daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat (II

drselenggarakan dengan memperhatikan kepenungan

dan kebutuhan masyarakar dengan pnnsip kerjasama

dan sahng menguntungkan,

(3) Kerjasarna sebagarrnana dimaksud pada avar (I' dan

avat (21 dilakukan sesuai dengan keteruuan peraruran

perundang-undangan.
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PasaJ 94

(1) Pejabar Pengawas Lmgkungan Hidup Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayar (4)
berwenang:
a. melakukan pemantauan;

b. meminta keterangan;
c. membuat salinan dari dokumen danj'atau membuat

catatan yang diperlukan;

d. memasuki tcmpat tertentu;
e. memotret;

f. membuat rekaman audio visual;

g. mengambil sam pel;
h. memeriksa peralatan;
I. memeriksa instalasi dan atau alat transportasi;

j. menghentikan pelanggaran tertentu.
(2) dalam hal melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas

Iingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan

pejabat penyidik negeri sipil

Baglan Kedua

Pengawasan

PasaJ 93
(I) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang

meliputi :
a. perizinan berusaha terkaJt persetujuan Iingkungan

yang diterbitkan oleh daerah; atau

b. persetujuan pemerintah terkait persetujuan

lingkungan yang diterbitkan oleh daerah.
(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pcngawasan

kepada perangkat daerah yang membidangi lingkungan
hidup

(3) DaJam melaksanakan pengawasan pemerintah daerah
rnenetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Daerah yang merupakan pejabat fungsional.
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P:lsa! 97
(I) Sanksi admmistratif sebagaimana dunaksud daJam

PasaJ 96 berupa :
a. Teguran tertulis

b. Paksaan pemerintah sesuai dengan keientuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

PasaJ 96

(I) Bupati sesuai kewenangannya menerapkan sanksi
adrmnistratif kepada penanggung jawab usaha

danj'atau kcgiatan terhadap pelanggaran:

a. perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan

yang diterbitkan oleh pemerintah daerah: atau

b. perseuzjuan pemerintah terkait persetujuan
lingkungan yang diterbitkan oleh pernerintah daerah.

(2) Bupati dalam penerapan sanksi administratif dapat

mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang

membrdangi penegakan hukum dan Perangkat Dacrah

yang membidangi lingkungan hidup.

BAS XIII

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasa! 95
(I) Pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas

Iingkungan hrdup dacrah

(2) Pengawasan dapat dilakukan dengan cara :

a. Pengawasanlangsung. dan atau

b. Pengawasan tidak langsung.

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagairnana dunaksud pada

ayat (2) dilakukan sesuai dcngan ketentuan peraturan

perundang-undangan

(3) penanggungjawab usaha dan Zatau kegiatan dilarang

rnenghalangi pelaksanaan rugas pejabat pengawas
lingkungan hrdup daerah.



BAB XIV

PENYELESAIAN SENCKETA LlNCKUNCAN HTDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 100
(I) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat

diternpuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan

(2) Cugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh
apabila upaya peyelesaian sengkera diluar pengadilan
yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah saw
atau para pihak bersengketa.

Pasal99
Ketentuan lebih lanjut tentang tata eara penerapan sanksi

administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi administratif
Pasal98

Sanksi administratif diterapkan berdasarkan atas :
a. Berita acara pengawasan; dan

b. Laporan hasil pengawasan.

c. Denda administratif sesuai dengan ketenruan

peraruran perundang-undangan yang berlaku

d. Pernbekuan perizinan berusaha; dan/ateu

e. Pencabutan perizinan berusaha.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak membebaskan penanggungjawab usaha

dan/atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan
pidana.



Pasal 102

(I) Masyarakal dapat mernbentuk lembaga penyedia jasa

penyelesaian sengketa lingkungan hrdup yang bersifat
bebas dan tidak mernihak'

(2) Pemerintah dan pernerintah daerah dapat memfasilitasi

pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian
sengketa lingkungan hidup.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lernbaga penyediajasa

penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan

Pasal 101

(II Penyelesaian sengketa Lingkungan hidup diluar
pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan
tentang :

a. bentuk dan besarannya ganti rugi;

b. tindakan pernulihan akibat pencemaran dan/luau
perusakan;

c. tindakan tertentu untuk menjarmn tidak akan

terulangnya pencemaran danyaiau perusakan;

dan /atau
d. tindakan unruk mencegah timbulnya dampak

negauf terhadap lingkungan hJdup

(2) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berlaku

terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana
dalam peraruran perundang-undangan

(3) Dalarn hal penyelesian sengketa lingkungan hidup

diluar pengadilan dapat digunakan jasa mediator

dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan
sengketa lingkungan hidup.
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BABXV

KETENTUAN PENYIDlKAN

Pasal 103
(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini

dllaksanakan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang

diberi wewenang sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil
sebagairnana dimaksud dalam hukum acara pidana

(2) PPNSscbagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang

tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di lempat

kejadian;
c. Menyeluruh berhenti seseorang tersangka dan

merneriksa tanda pengenal din tersangka:

d. Melakukan pengeledahan dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. Mengamhil sidik jari dan memotret seseorang;

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksl:
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam

hubungan dengan perneriksaan perkara;

i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukurn yang

bertanggung jawab.
(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada

dibawah koordinasi penyidik Kepolisian Republik

Indonesia.



BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

(1) Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur

tentang Iingkungan hidup yang telah ada sebelum
diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku

selama iidak bertentangan dengan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku pada saar mi.
(2) Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan daerah ini

ditetapkan paling larnbat 1 [satu] tahun sejak tanggal
pengundangan Peraturan Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

PasaJ 105

Perizinan lingkungan yang dikeluarkan sebelum Peraturan
Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan

habis masa berlakunya izin.

BABXVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 104

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 17 ayat

(1). Pasal 36 ayat (I) pasal40 ayat (I), pasal SOayat (1)
Pasal60 ayat (I) Pasal62 a) at (1). Pasal65 ayat (1)Pasal

67 ayat (I) pasaJ 84 ayai (3), PasaJ 86 huruf h, huruf i,
huruf j, huruI k, huruf I. huruI rn, huruf n, huruf 0,

huruf p. dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
dan denda sesuai dengan ketentuan perundang­

undangan yang berlaku.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada aya; (1)

adalah pelanggaran.
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SUNTAMA
.. \

•

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT KABUPATEN PURWAKARiA

Salinan sesuai dengan aslinya

NOREG PERATURAN OAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT : (9/124/2023)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 9

NORMAN NUGRAHA

Ttd

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Agustus 2023

ANNE RATNA MUSTIKA

TId

Ditetapkan dl Purwakarta
pada tanggaJ 10 AguStUS 2023

BUPATI PURWAKARiA

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Purwakarta

me me rintahkan

iru denganDaerahPeraturan
orang mengetahumya,Agar setiap

pengundangan

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan
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Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi pedoman bag!

Pemerintah Daerah dalam penegakan hukum drbidang Lingkungan
Hidup di Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada ketentuan

peraturan perundang-undangan, serta kerentuan yang lebih khusus
scbagaimana diatur dalarn Peraturan Daerah ini. Lebih lanjut, dengan

diatumya pengelolaan dan perhndungan lingkungan hidup dalam

Peraturan Daerah ini, maka hak rnasyarakat untuk mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat akan tetap terjaga. Selain itu,
adanya Peraturan Daerah 101 menjadi kerenruan yang wajib diacu oleh

para Pelaku Usaha agar kegiatannya di bidang industri tetap
memperhatikan aspek kelestarian hngkungan hidup sehingga tidak

menurunkan atau mengganggu kualitas lingkungan hidup di Kabupaten
Purwakarta. Dengan dermkian, pelaksanaan PPLH eli Kabupaten

I. UMUM
Sesuai dengan semangat Undang-undang Dasar 1945 pasal 33

dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga sudah selayaknya bumi, air dan

segala potensi di dalamnya dijaga dan dilestarikan Sejalan dengan

kebijakan otonomi daerah. pemerintah daerah Juga diberikan
kewenangan dan tanggung jawab dalam rangka perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup didaerahnya. Dengan demikian, dibentuk

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagru instrumen hukum daJam
rnenegakkan kebijakan untuk mencegah, melindungi. menangani, dan
melestarikan lingkungan hidup dl Kabupaten Purwakarta. Hal ini
mengingat kondisi lingkungan hidup dl Kabuparen Purwakarta yang

cukup srraregis dan berperan penting dalam menunjang kclcstanan
ekosistem di Daerah dan di wilayah sekuarnya.

PERLINDUNCAN DAN PENCELOLAAN LINGKUNOAN HIDUP

TENTANC

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2023
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Pasal I
Cukup jelas

Pasal2
Cukupjelas

Pasal3
Cukupjelas

Pasal4
Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam PPLHyang diatur dalam
ayat ini merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten yang
diberikan secara atribusi dalam ketentuan Pasal 63 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Ungkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta
wewenang Pemerintah Kabupaten di bidang lingkungan hidup yang
diaiur dalam peraturan perundang-undangan yang mengarur
mengenai pernbagian urusan pemerintahan antara Pemerintah,
pemerintahan daerah provinsi, dan pernerintahan daerah
kabupaten/kota.

Pasal 5
Penyusunan RPPLH Daerah didasarkan pada hasil inventansasi
lingkungan hidup di tingkat Provinsi yang dilakukan oleh Bupati.

Pasal6
Cukupjelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal8
Cukupjelas

Pasal9
Cukup jelas

Pasal tO
Cukupjelas

PasaJ 1 J
Cukupjelas

Pasal 12
Cukupjelas

Pasal 13
Cukupjelas

II. PASALDEMl PASAL

Purwakarta dapat memberikan kepastian hukum. kemanfaatan, serta

keadilan bag; seluruh elemen masyarakat eliKabupaten Purwakarta.
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Pasall6
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukupjelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup je1as.

Pasa120
Cukup jelas.

Pasal21
Cukup jeJas.

Pasal22
Cukup [etas.

Ayat (3)
Cukupjelas

Ayat (4)
Cuku p jelas.

Baku mutu emisi adalah ukuran batas atau kadar
polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke
media udara.

Hurufe
Baku mutu gangguan adalah ukuran batas atau
kadar pencemar yang ditenggang keberadaannya
yang meliputi unsur getaran kebisingan dan
kebauan.

Hurufa
Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar
mahluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada
atau harus ada.danj'atau unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya di dalam air.

Hurufb
Baku mutu air limbah adaIah ukuran batas atau
kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan
ke media air.

Hurufc
Baku rnuruudara ambien adalah ukuran batas atau
kadar mahluk hidup, zat, energi atau komponen
yang ada atau harus ada.danj'atau unsur pencemar
yang ditenggang keberadaannya di daIam udara
ambien.

Huruf d

Pasal 14
Cukupjelas

PasallS
Ayat(ll

Cukup jelas.
Ayat (2)
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Pasal30
Ayat (I)

Hurufa
Yangdimaksud dengan "neraca sumber daya aJam"
adalah garnbaran rnengenaicadangansumber daya

Pasa123
Cukup jelas.

?asa124
Cukup jetas.

Pasal25
Cukup jelas,

Pasal26
Cukup jelas,

Pasal27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas,

Pasa129
Ayat(l )

Cukup jelas.
Ayat (2)

Hurufa
Instrumen ekonomi dalam perencanaan
pembangunan adalab upaya mternalisasi aspek
lingkungan hidup ke da1am perencanaan dan
penyelenggaraan pembangunn dan kegiatan
ekonomi

Huruf b
Pendanaan lingkungan adaJah suaru sistem dan
mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana
yang digunakan bagi pernbiayaan upaya
perlmdungan dan pengelolaan Imgkungan hidup.
Pendanaan lingkungan berasaJ dari berbagai
surnber, misalnya pungutan, hibah dan Jainnya.

Hurufc
lnsentif merupakan upaya mernberikan dorongan
atau daya tarik secara moneter danj'atau
nonmoneter kepada setiap orang ataupun
pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang
berdampak positif pada cadangan sumber daya
alam dan kualitas fungsi lingkungan bidup.
Disinsentif merupakan pengenaan beban atau
ancaman secara moneter danZatau nonmoneter
kepada setiap orang danj'atau pemerintah daerah
agar rnengurangi kegiatan ) ang berdampak negatif
pads cadangan surnber daye aIam dan kuaJitas
fungsi Iingkungan hidup.



Huruf a
Yang dimaksud dengan -pengadaan barang dan
jasa ramah Lingkungan hidup' adalah pengadaaan
yang memprioritaskan barang dan jasa yang
berlabel ramah Iingkungan hidup

Hurufb
Cukup jelas.

Hurufc
Yang dimaksud dengan "pernbayaran jasa
lingkungan hidup' adalah pembayaran/imbal yang
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Ayat (3)

Ayar (2)
Hurufa

Yang dimaksud dengan "dana jarmnan pemulihan
Iingkungan hidup' adalah dana yang disiapkan oleh
suatu usaha danyatau kegiatan untuk pemuhhan
kualitas lingkungan hidup yang rusak karena
kegiatannya.

Huruf b
Yang dimaksud dengao "dana penanggulangan"
adaJahdana yang digunakan untuk menanggulangi
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c
Yang dimaksud dengao "dana amanahj'bantuan"
adaJah dana yang berasaJ dari sumber bibah dan
donasi unruk kepentingan konservasi lingkungan
hidup.

Yang drrnaksud dengan 'produk domesnk bruto"
adalah nilai sernuabarang dan jasa yang diproduksi
oleh suatu negara pada periode tertentu.
Yang dimaksud dengan "produk domestik regional
brute" ada1ah nila, semua barang dan jasa Sang
diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu,

Hurufc
Yang dimaksud dengan "mekanisme
kompensasi/imbal jasa Imgkungan hidup
antardaerah" adalah cara-cara kompensasiyimbal
yang dilakukan oleh orang.masvarakat, danyatau
pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa
lingkungan hidup kepada penyediajasa lingkungan
hidup.

Hurufd
Yang dimaksud dengan "internalisast biaya
Lingkungan hidup' adalah memasukkan biaya
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu
usaha darr/atau kegiatan.

alam dan perubahannya, baik dalam saruan fisik
maupun dalam nilai moneter.

Hurufb
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Pasal33
Cukup jelas.

Pasa134
Cukup jelas.

Pasal35
Ayar <Il

Cukup jelas.
Ayat (2)

Hurufa
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Yang dirnaksud dengan "komunikasi risiko" adalah
proses interaktif dari pertukaran informasi dan
pcndapat di antara individu, kelompok, dan institusi
yang berkenaan dengan risiko.

Pasal32
Ayat(l)

Yang dimaksud dengan "analisis risiko lingkungan" adalah
prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji
pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan
pembersihan (clean up) limbah B3.

Ayat (2)
Huruf a

Dalam ketentuan in] "pengkajian fisiko" meliputi
selurub proses mulai dan identifikasi bahaya,
penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan
penaksiran kemungkinan munculnya darnpak yang
tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan
kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b
Dalam ketentuan ini "pengelolaan risiko' meliputi
evaluasi fisiko atau seleksi risiko yang memerlukan
pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan fisiko,
pemilihan tindakan untuk pengelolaan. dan
pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Pasal31
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Kriteria kinerja perlindungan dan pengeloJaan lingkungan
hidup meliputi, antara lain, kinerja mempertahankan
kawasan koservasi dan penurunan tingkat pencemaran
danj atau kerusakan lingkungan hidup.

diberikan oleh pernanfaat jasa lingkungan hidup
kepada penyediajasa lingkungan hidup.
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Passl36
Ayat (1)

Yangdimaksud dengan Dana penjaminan untuk pemulihan
fungsi Iingkungan hid up adalah dana yang disediakan oleh
pemegang persetujuan Iingkungan untuk pernulihan
kualitas lingkungan yang tercemar dan atau rusak karena
kegiatannya. Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi
Iingkungan hidup dapat berbentuk antara lain dana
jaminan reklarnasi, dana jaminan pasca tambang, asuransi
pengelolaan limbah 83. atau nornenklatur ,lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor
teknis terkait.
Dana penjarninan untuk pernulihan fungsi lingkungan
hidup wajib disediakan oleh pemegang perserujuan
lingkungan sebagai pelaksanaan tanggungjawab dan
kewajiban dan setiap pemegang persetujuan lingkungan
untuk melakukan pengendalian pencemaran lingkungan
dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pelaksanaan
asas penccmar membayar (poUuters pay principle) dan
pelaksanaan internalisasi biaya lingkungan hidup.

Ayat (2)
Hurufa

Yang dimaksud dengan Deposito berjangka antara
lain seperti deposito berjangka jaminan reklamasi
yang diternpatkan pada bank pemerintah atas nama
bupati qq. Perusahaan yang bersangkutan.

Huruf b
Cukup jelas.

Hurufc
Cukup jelas,

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "rernediasi" adalah upaya
pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk
memperbaiki muru Iingkungan hidup.

Hurufc
Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya
pemulihan untuk mcngembalikan nilai, fungsi, dan
rnanfaat Iingkungan hidup termasuk upaya
pencegahan kerusakan lahan, memberikan
perlindungan, dan mernperbaiki ekosistem.

Hurufd
Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya
pemulihan untuk menjadikan Iingkungan hidup
atau bagian-bagiannya berfungsi kembali
sebagaimana semula.

Hurufe
Cukupjelas
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Pasal39
Ayat (1)

Cukup jelas,

Hurufd
Cukup jelas,

Hurufe
Cukup jelas.

Huruf f
Cukupjclas

Hurufg
Cukup jelas

Hurufc
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Hurufa

Cukup jeJas.
Hurufb

Yang dimaksud dengan pengurangan (reduce),
penggunaan kembali (reuse). pendauran ulang
(reCtJc1e). perolehan kembah manfaat (recovery),
dari/atau pengisian kernbali air limbah (recharge)
air limbah adalah kegiatan yang ditujukan untuk
mengurangi air limbab yang dilepas ke media air,
melalui pernanfaatan air limbah,efisiensi
pemanfaatan air, penyimpanan air Iimbah, dan atau
bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pasal37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)

Hurufa
Yang dimaksud dengan Sumber pencemar nirtitik
adalah kondisi tidak diketahuinya sumber utama
penccmamya atau surnber tidak tentu.

Hurufb
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.
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Pasal42
Cukupjelas

Pasnl 43
Cukupjelas

Pnsa144
Cukupje1as

Pasa145
Cukupjelas

Hurufd
Cukup jelaa

Pasal40
Cukup jelas.

Pasal41
Hurufa

Cukupjelas
Hurufb

Cukupjetas
Hurufc

Yang dimaksud dengan pemanfaatan air limbah untuk
aplikasi ke tanah adalah pemanfaatan air Iimbah dar! suatu
jenis udaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisl tertentu
masih mengandung unsur yang dapat dirnanfaatkan, baik
dijadikan sebagai subsutusi pupuk maupun penyiraman
tanah pada lahan budldaya atau non budidaya atau
pemanfaatan lam pada tanah.

Ayat (2)
Hurufa

Sumber air Iimbah dari rumah tangga berupa air
limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga,
seperti air mandi, cud dan kakus.

Hurufb
Sumber air limbah dari air Iimpasan atau nirtitik
adalah air limbah yang dibawa oleh air larian (run
offlpads saat atau setelah terjadinya hujan.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan bantuan sarana dan prasarana
adalah bantuan dengan kritena rertenru dan berdasarkan
kriteria prioritas.

A)at (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan badan usaha yang memiliki
perizinan berusaha adalah badan usaha yang memiliki
perizinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan
pengelotaan air Iimbah.

Ayat (6)
Cukup jelas.
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Pasal56
Cukup jelas.

Pasa! 57
Cukup jelas.

Pasal58
Cukup jeJas.

Pasal S9
Cukup jeJas.

Pasal60
Cukup jelas.

rasal61
Cukup jelas.

Pasal62
Cukup jelas.

Pasal63
Cukup jelas.

Pasa!46
Cukupjelas

Pasa!47
CukupjeJas

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal49
Cukup jelas.

PasaJ50
Cukup jelas.

PasaJSl
Cukup jelas.

Pasal S2
Cukup jelas.

Pasal S3
Cukup jeJas.

Pasal54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengendalian pencernaran udara
adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan
pencernaran udara serta pemulihan mutu udara.

Ayat (2)
CukupjeJas

A)at (3)
Cukupjelas

Ayat (4)
Cukup jelas
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t>asaJ 72
Cukup jclas.

Pasal73
Cukup jelas.

Pasal74
Cukup jelas.

Pasal69
Cukup jelas

Pasal70
Cukup jelas.

Pasa171
Ayat (1)

Verifikasi dilakukan dengan kunjungan lapangan ke lokasi
pembangunan fasilitas pengumpulan limbah B3 untuk
mengecekkesesuaiannya dengan persetujuan teknis.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal64
Cuku p jelas.

Pasa165
Cukup jelas.

Pasal66
Cukup jelas.

Pasa167
Cukup jelas.

Pasal68
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

HuruIa
Cukupjelas

Huruf b
Cukupjelas

Hurufc
Yang dimaksud dengan pencampuran Iimbah B3
adalah pencampuran Iimbah B3 dengan media
Iingkungan, bahan, limbah darr/atau limbah B3
lainnya, termasuk pengenceran dengan
menambahkan cairan atau zat lainnya pada limbah
83.



Pasal78
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Hurufa
Cukup jelas

Huruf b
Kegiatan penghijauan dan pembangunan waduk
resapan air di daerah imbuhan termasuk parit
keliling resapan air, kolam resapan air, sumur gali
resapan dan sumur imbuhan, wajib dilakukan oleh
pengguna air tanab eksisting dengan menerapkan
prinsip zero run off atau zero delta Q. Arunya

80

Cukup jelas.
Pasal77

Hurufc
Cukupjelas

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perneliharaan lingkungan hrdup"
adalab upaya yang dilakukan unruk menjaga pelestarian
fungsi lingkungan hidup dan rnencegah terjadinya
penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang
disebabkan oleh perbuatan maousia.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Hurufa

Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain,
konservasi surnber daya air. ekosistem hutan,
ekosistern pesisir dan laur, energi, ekosistem laban
gambur, dan ekosistem karst.

Huruf b
Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber
daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang
dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.
Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya
alamo Pernerintah. pemerintah provinsi, atau
pemerintah kabupaterr/kota dan perseorangan
dapat membangun:
a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan

hutan:
b. ruang terbuka hijau fRTH)paling sedikit 300,.. dari

luasan pulau/kepulauan; danj'atau
c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan

hutan. khususnva tanaman langka.
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Ayat (2)
Yangdunaksud denganGas Rumah Kaca (GRK)adelnh gas
yang terkandung dalam atmosfer balk alami mall pun
aruropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali
radlasl inframcrah.
Yangdimaksud dengan Emisi GRKadalah lepasnyaGRKke
atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu
tertentu.

Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal80
Cukup jelas

Pasal81
Cukup jelas

Pasal82
Ayat (I)

Hurufa
Yang dimaksud dengan "rmtlgasi perubahan iklirn"
adalah serangkaian kcgiatan yang dilakukan daiam
upaya menurunkan tingkat ernisi gas rumah kaca
sebagai benruk upaya penanggulangan dampak
perubahan ikJim
Vang dirnaksud dengan "adaptasi perubahan rkhrn"
adalah upaya yang dilakukan unruk meningkatkan
kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap
perubahan iklim, tennasuk keragaman iklim dan
kejadran iklim ekstnrn sehingga potensi kerusakan
akibat perubahan tklim berkurang. peluang ...ang
duirnbulkan oleh perubahan iklim dapal
dirnanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat
perubahan iklim dapat diatasi

Hurufb
Cukup jelas

lIuruf c

Ayat (4)
Cukup jelas

limpasan air larian dan air hujan yangjatub di lahan
atau ke atap bangunan diresapkan/diimbuhkan dan
digunakan kembali, seb.i.ngga diupayakan ndak
terjadi limpasan air ke luar lokasi.

Huruf c
Yang dimaksud dengan Pelestarian / pengawetan
sumber daya air adalah upaya untuk menjaga
keutuhan dan keaslian sumber daya air beserta
ekosistemn~a.

Hurufd
Cukupjelas

Hurufe
Cukupjelas

.'
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Pasal83
Cukupjelas

Pasal84
Ayat (I)

Cukupjelas
Ayat (2)

Cukupjelas
Ayat (3)

Hurufa
Cukup jelas

Hurufb
Hak atas informasi lingkungan hidup rnerupakan
suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam
pengelolaan hngkungan hidup yang berlandaskan
pada asas kererbukaan. Hak atas mformasi
hngkungan hidup akan memngkatkan nilai dan
efektivitas peran serta dalam pengelolaan
lingkungan hidup, di samping akan membuka
peluang bagi masyarakat unruk
mengaktualisasikan haknya atas hngkungan hidup
yang baik dan sehat. Infonnasi lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa
data. keterangan, atau informasi lain yang
berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang menurut suat dan
tujuannva memang terbuka unruk dsketahui
masyarakar, seperti dokumen analisis mengenai
dampak lingkungan hidup. laporan, dan evaluasi
hasil pemantauan lmgkungan hidup. baik
pernantauan penaatan maupun pemantauan
perubahan kuahtas lingJ<ungan bidup dan rencana
tala ruang,

Hurufc
Cukupjclas

Hurufd
Cukup jelas

Hurufe
Cukupjelas

Yang dimaksud dengan Perubahan iklirn adalah
berubahnya ikhm yang diakibatkan Iangsung atau ndak
langsung oleh akuvitas manusia sehmgga menyebabkan
perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu
juga berupa perubahan variabilitas ikhm alarmah yang
teramau pada kurun wakru yang dapat dibandingkan

Ayar (3)
Yang dimaksud bahan perusak ozon (BPO) adalah senyawa
kimia yang berpotensi dapar bereaksi dengan molekul own
di lapisan stratoafer.

Ayat (4)
Cukup jelas

,
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Cukupjelas
Pasal88

Cukupjelas
Pasal89

Cukupjelas
Pasal90

Cukupjelas
Pasal 91

Cukup jelas
Pasal92

Cukupjelas
Pasal93

Cukupjelas

Pasal87

Cukupjelas
Pasal86

Hurufa
Cukupjelas

Huruf b
83 yang dilarang dalam ketentuan ini, atara lain DDT,PCHs
dan dieldrin

Huruf c
Larangan dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan

Huruf d
Yangdilarang dalam huruf ini rermasuk impor

Hurufe
Cukupjelas.

Huruff
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Hurufh
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Hurufj
Cukup jelas.

Hurufk
Cukup jelas.

Huruf I
Cukup jelas.

Hurufm
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Pasal85

Huruf r
Cukup jelas
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Pasal94
Cukupjelas

Pasal95
Cukupjelas

Pasal96
Cukupjelas

Pasal97
Cukup jelas

Pasal98
Cukupjelas

Pasa!99
Cukupjelas

PasallOO
Cukupjelas

Pasa! 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukupjelas

Pasa! 103
Cukupjelas

Pasal 104
Cukupjelas

Pasal 105
Cukupjelas

Pasal 106
Cukupjelas

Pasal L07
Cukupjelas


